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RINGKASAN EKSEKUTIF
Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) di Papua, Indonesia, merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia serta-
menjadi prioritas upaya konservasi. Hingga tahun 2020, upaya konservasi laut yang dipimpin oleh Pemerintah Indone-
sia yang bermitra dengan masyarakat sipil dan masyarakat setempat, telah berhasil menetapkan lebih dari 23,6 juta-
hektar menjadi kawasan konservasi, termasuk seluas 5,2 juta hektar melalui penetapan dan pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan (KKP) di BLKB. 
Semenjak tahun 2008, Universitas Papua, Lembaga pemerintah, dan organisasi non pemerintah (LSM) telah bekerja 
sama untuk mengembangkan metode yang seragam untuk memantau kondisi sosial dan ekonomi pada KKP di BLKB. 
Laporan ini, yang diperbaharui secara berkala, menyediakan hasil penilaian ilmiah dari status dan tren kondisi ekologi 
dan sosial pada seluruh kawasan jejaring KKP di BLKB. Indikator-indikator yang digunakan dalam laporan ini meliputi 
standar pengukuran ilmiah untuk kesehatan ekosistem terumbu karang, perikanan, dan kesejahteraan manusia 
(meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan, pendidikan, dan bu- daya). Selain itu, laporan ini juga 
menjelaskan status pengelolaan dan tata kelola sumber daya laut dari setiap KKP.  
Pada tingkat bentang laut, dua indikator ekosistem tetap stabil dan satu indikator menunjukkan kemajuan. Walaupun 
secara tren biomassa kelompok ikan fungsional stabil, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kon-
disi pada monitoring sebelumnya. Indikator kesejahteraan manusia sangat bervariasi. Indikator kesejahteraan ekonomi 
stabil, kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan, sebaliknya, indikator pemberdayaan politik dan budaya 
mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik, ekonomi, dan proses-proses sosial lainnya di 
wilayah BLKB kemungkinan menjadi faktor pendorong dan bukan saja dari dinamika pada skala lokal yang lebih kecil.  
Penilaian efektivitas pengelolaan dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan scorecard dari Bank Dunia dan E- 
KKP3K. Penilaian menggunakan scorecard dari Bank Dunia menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan KKP 
mengalami peningkatan secara terus menerus, walaupun laju peningkatan bervariari di antara KKP di BLKB. Penilaian 
menggunakan standar E-KKP3K menunjukkan bahwa sebagian besar KKP berada pada tingkat hijau (KKPD Raja Am-
pat, Kaimana, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat), yaitu pengelolaan minimum. Diperlukan upaya yang 
berbeda dari masing-masing KKP untuk meningkatkan status pengelolaan mereka  
Sebagian besar indikator tata kelola sumber daya laut di BLKB masih rendah dan cenderung menurun, kecuali indika-
tor resolusi konflik yang masih stabil.  
Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status dan efektivitas pengelolaan KKP di BLKB adalah meningkatkan 
kegiatan monitoring dan pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
selalu melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Bentang Laut Kepala Burung 
Sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) di Papua Barat, menjadi prioritas   
upaya konservasi nasional dan internasional. BLKB mencakup lebih dari 2.500 pulau tersebar sepanjang 225.000 km2 (atau 
22.5 juta hektar), dan merupakan rumah bagi sekitar 75% dari spesies karang keras dunia (Veron et al., 2009; Wallace et al., 
2011). Pada saat yang sama, wilayah perairan BLKB merupakan habitat bagi penyu laut dan mamalia laut yang terancam 
punah (Mangubhai et al., 2012). Kekayaan sumber daya alam ini menyokong penghidupan dan ketahanan pangan kira-kira 
273.897 orang yang hidup di kampung-kampung pesisir (Badan Pusat Statistik, 2017). Masyarakat pesisir di wilayah BLKB 
sangat bergantung kepada sumber daya perairan dengan perikanan tangkap yang merupakan sumber penghasilan dari ham-
pir sepertiga total rumah tangga dan sumber utama dari penyediaan protein bagi sekitar 69% rumah tangga (Glew et al., 2012). 
Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengupayakan kesehatan dan produktivitas ekosistem wilayah perairan BKLB un-
tuk terus mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di wilayah ini. 

1.2. Sejarah Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)  
Keunikan keanekaragaman hayati laut di wilayah BLKB 
membuat kawasan ini menjadi prioritas upaya konser-
vasi yang strategis. Selama beberapa dekade terakhir, 
upaya konservasi wilayah perairan yang dipimpin oleh 
pemerintah Indonesia bekerjasama dengan organisasi 
sosial dan masyarakat lokal telah menetapkan 5,2 juta 
hektar sebagai wilayah kawasan konservasi perairan 
(KKP). Upaya ini dimulai sejak tahun 2004, ketika 
masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) mengidentifikasi BLKB se-
bagai sebuah wilayah prioritas konservasi dan memulai 
proses formal perancangan jejaring KKP di BLKB. Pem-
bentukan jejaring KKP ini dimaksudkan untuk menjamin 
pengelolaan jangka panjang yang efektif agar sumber 
daya alam yang kaya ini dapat memberikan manfaat 

bagi ketahanan pangan, manfaat ekonomi yang berke-
lanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati. 
Sampai tahun 2009, 12 KKP telah terbentuk, terbentang 
mulai dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih di timur 
BLKB, sampai dengan Jejaring KKP Raja Ampat di 
bagian Barat BLKB. Pada tahun 2010, sebuah keputu-
san pemerintah ditandatangani untuk menjadikan Raja 
Ampat sebagai wilayah perlindungan hiu dan manta, 
pertama yang ada di wilayah Segitiga Karang Dunia 
(The Coral Triangle). Hingga tahun 2019, jumlah KKP 
terus bertambah menjadi 23 KKP. Setelah pembentukan 
KKP, kapasitas pengelolaan KKP terus ditingkatkan 
bersama dengan masyarakat lokal untuk melestarikan 
sumber daya perairan di BLKB. 

1.3. Konteks Sosial
Sekitar 52.000 orang tinggal di lebih dari 142 komunitas pesisir di dalam KKP BLKB. Populasi penduduk di setiap KKP 
bervariasi, dari sekitar 1.500 KK di Buruway hingga lebih dari 26.000 KK di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 
Kisaran usia kepala keluarga adalah 17 hingga 98 tahun (rata-rata 46 tahun). Jumlah anggota keluarga dalam rumah 
tangga cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata di Indonesia yaitu sebesar 3,9 karena biasanya satu 
rumah tangga terdiri dari enam orang anggota keluarga. Masyarakat cenderung tidak berpindah dari kampung-kam-
pung di wilayah ini, rumah tangga yang telah disurvei mendiami pemukiman yang sama selama rata-rata 31,46 tahun. 
Waktu tinggal rata-rata hanya sedikit bervariasi antar KKP dalam BLKB dengan rentang 27,34 tahun  di KKP Teluk 
Mayalibit hingga 36,97 tahun di KKP Kepulauan Kofiau-Boo. 
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Mayoritas penduduk di Jejaring KKP BLKB 
adalah pemeluk agama Kristen (76%) diikuti 
pemeluk agama Islam (23,95%) dan minori-
tas penganut agama Hindu sebanyak 
(0,04%) dari seluruh rumah tangga yang 
disurvei. BLKB dihuni oleh beragam etnis, 
dimana terdapat lebih dari 209 etnis yang 
berbeda yang dilaporkan oleh anggota 
masyarakat di dalam KKP pada tahun 2010 
hingga 2019. Kelompok etnis utama meliputi 
Biak (termasuk Biak-Numfor, Numfor), Maya 
(termasuk Sailolof, Sawati, dan Samate), 
dan Waigeo (termasuk Ambel, Amber). Se-
lain itu, terdapat pula minoritas dalam jum-
lah kecil yang melaporkan identitas etnis 
lain yang berasosiasi dengan komunitas lain 
di Provinsi Papua Barat, Papua, dan Maluku. 
Sebagian besar rumah tangga penduduk 
pesisir di Kawasan Jejaring KKP BLKB 
menggantungkan hidupnya dari sektor per-
tanian sebagai mata pencaharian utama 
(37,37%). Pada umumnya, mereka bertani 
jagung, kedelai, singkong, dan ubi jalar; 
dalam petak kecil ladang untuk dikonsumsi 
sendiri sekaligus menghasilkan pendapatan 
(Firman & Azhar, 2006). Mata pencaharian 
utama lainnya di dalam bentang laut tersebut adalah pekerjaan yang menghasilkan upah selain dari usaha di sektor 
pertanian dan perikanan, atau dari sektor pariwisata (30,64%), nelayan tangkap (26,27%) dan lainnya (5,72%). Proporsi 
tertinggi rumah tangga yang bergantung pada perikanan sebagai pendapatan utama mereka adalah mereka yang 
bermukim di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (37,05%) dan terendah di KKP Misool Timur Selatan (16,03%) dan 
Kepulauan Kofiau-Boo (13,14%) 

1.4. Pemanfaatan Sumber Daya Laut    

 
Sekitar seperempat (25,37%) rumah tangga dalam Je-
jaring KKP BLKB bergantung pada perikanan tangkap 
laut sebagai mata pencaharian utama (menjadi cara 
utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga). Selain itu, 
terdapat tambahan sebanyak 35,53% rumah tangga 
dalam Jejaring KKP BLKB menggantungkan hidupnya 
pada perikanan sebagai mata pencaharian tambahan 
dengan mata pencaharian utama pada kegiatan lain 
(misalnya pertanian). Dengan demikian sekitar dua per 
tiga dari rumah tangga yang bermukim dalam wilayah 

KKP BLKB bergantung pada perikanan tangkap seba-
gai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan 
perikanan sangat bervariasi, dengan 32,85% dari 
penangkapan ikan pada tiap rumah tangga dilakukan 
beberapa kali dalam seminggu; sedangkan terdapat 
6,54% penangkapan ikan pada tiap rumah tangga tidak 
sering dilakukan (misalnya, sekali dalam enam bulan 
atau tidak sama sekali). Rumah tangga di Taman Na-
sional Teluk Cenderawasih paling sering menangkap 
ikan, dengan 7,90% rumah tangga penduduk dalam 
KKP melakukannya beberapa kali dalam seminggu. 
Sedangkan penduduk KKP Kofiau dan Pulau Boo 
menangkap ikan paling jarang, dengan hanya 3,95% 
yang menangkap ikan selama beberapa kali dalam 
seminggu. 

Alat tangkap genggam (misalnya, bekarang, pancing, 
dan panah) mendominasi armada perikanan lokal di 
dalam Jejaring KKP BLKB (64,85% dari rumah tangga 
memilihnya menjadi alat tangkap utama). Spesies yang 
menjadi target utama meliputi kerapu/goropa 
(Groupers), kakap (Lutjanidae), teripang/timun laut 
(Holothuroidea) dan tenggiri (Scomberomorus).  

Upaya penangkapan bervariasi tergantung kondisi laut. 
Musim tangkap/melaut berbeda diantara KKP di BLKB. 
Aktivitas menangkap ikan di wilayah jejaring KKP Raja 
Ampat menurun pada bulan Juni hingga Agustus karena 
berhembusnya angin muson tenggara yang menye-
babkan kondisi laut yang tidak bersahabat bagi nelayan. 
Sebaliknya, di Taman Nasional Teluk Cenderawasih bu-
lan Juni-Agustus merupakan waktu baik untuk 
menangkap ikan.  
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1.5. Ketergantungan terhadap Sumber Daya
Meskipun sebagian besar masyarakat di BLKB tidak menggantungkan sumber peng-
hasilan utamanya pada sektor perikanan, sekitar 25,37% rumah tangga bergantung 
pada perikanan tangkap laut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Penangkapan 
ikan menghasilkan sebagian besar pendapatan bagi 19,89% rumah tangga dalam 
BLKB. Selain menjadi sumber pendapatan, perikanan laut juga berperan penting 
pada asupan nutrisi masyarakat setempat. Sebanyak 49,68% rumah tangga 
memakan ikan setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Hal yang lebih penting 
lagi adalah sebanyak 48,28% rumah tangga mempunyai asupan protein harian se-
bagian besar berasal dari ikan laut atau hasil lainnya. Hal tersebut menunjukkan 
adanya kemungkinan keterbatasan alternatif sumber protein atau tingginya preferensi 
budaya untuk konsumsi ikan. Ketergantungan rumah tangga pada ikan sebagai 
sumber protein cukup beragam di antara KKP di wilayah BLKB. Sebagai contoh, ikan 
merupakan sumber asupan protein bagi sebagian kecil masyarakat di KKP Misool 
Timur Selatan (29,49%). KKP Teluk Etna memiliki persentase tertinggi asupan protein 
yang berasal dari sebagian besar hasil laut. 

1.6. Konteks Ekologi 
Jejaring KKP di BLKB mendukung ekosistem 
terumbu karang yang banyak dan beragam, 
termasuk di dalamnya lebih dari 600 spesies 
karang dan lebih dari 1.700 spesies ikan karang 
(Mangubhai et al, 2012). Pada saat yang sama, 
wilayah ini juga meliputi hutan mangrove dan 
padang lamun yang luas. Wilayah pantainya 
juga menjadi lokasi peneluran yang sangat  
penting bagi sebagian besar penyu belimbing 
(Dermochelys coriacea) di wilayah Pasifik Barat 
(Mangubhai et al., 2012). 

Jejaring KKP di wilayah BLKB merupakan habi-
tat bagi banyak spesies yang menjadi perhatian 
untuk konservasi, termasuk 17 spesies 
Cetacean yang tercatat dan banyak spesies hiu 
dan pari manta (Mangubhai et al., 2012). Dari 
154.881 ha terumbu karang dan 49.976 ha habi-
tat mangrove yang ada di wilayah jejaring KKP 

BLKB, sekitar 24% dari terumbu karang dan 34% dari mangrove terletak di dalam zona larang tangkap. KKP di wilayah 
BLKB menerima skor rata-rata habitat kritis sebesar 88 (dari maksimum 100), berdasarkan petunjuk yang 
mengindikasikan bahwa KKP harus menargetkan minimum 20% habitat kritis untuk dilindungi dalam zona larang 
tangkap (DeVantier et al, 2009). Skor habitat kritis berkisar antara 36 sampai 100, terdapat tujuh KKP yang menerima 
skor 100.  

1.7. Laporan Status BLKB
Laporan ini memberikan informasi mengenai hasil kajian ilmiah tentang status dan tren kondisi ekologi dan sosial yang 
utama di Jejaring KKP BLKB, dan mendokumentasikan status sosial dan ekologi dari setiap KKP. Laporan Status     
Jejaring KKP di BLKB yang pertama di terbitkan pada tahun 2015 (Glew et al., 2015) yang menyimpulkan enam dari 
sembilan indikator kesehatan ekosistem dan kesejahteraan manusia dengan menggunakan data yang cukup untuk 
menganalisis apakah tren sepanjang waktu (antara tahun 2010 dan 2015) tetap atau meningkat pada level bentang 
laut. Kinerja pengelolaan setiap KKP juga dilaporkan dalam laporan Status Jejaring KKP di BLKB. Laporan status ter-
akhir yang telah terbit adalah Laporan Status Jejaring KKP di BLKB tahun 2016. Informasi dari laporan ini telah 
dipresentasikan pada berbagai forum termasuk pada rangkaian workshop kebijakan dan pada pertemuan tahunan 
BLKB pada tahun 2018. Rangkuman secara detail untuk setiap KKP juga disebarluaskan untuk melengkapi laporan 
pada skala bentang laut. Laporan untuk skala spasial yang berbeda dimaksudkan untuk membantu mengarahkan 
strategi pengelolaan KKP mulai dari tata kelola tingkat lokal sampai tingkat regional. Dalam edisi ini, kami memperba-
harui hasil kajian kami yang tercantum dalam laporan status BLKB tahun 2016, memasukkan data ekologi dan sosial 
yang dikumpulkan dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 November 2019. 
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Hal yang lebih penting 
lagi adalah sebanyak 
48,28% rumah tangga 
mempunyai asupan pro-
tein harian sebagian 
besar berasal dari ikan 
laut atau hasil lainnya



2.	METODE	PEMANTAUAN	BENTANG	LAUT	KEPALA	BURUNG 

Sejak tahun 2008, Universitas lokal, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah bekerja 
bersama-sama untuk mengembangkan metode yang baik untuk memonitor kondisi ekologi dan sosial di jejaring KKP 
BLKB. Organisasi yang bekerjasama (Universitas Papua, Conservation International, Yayasan Konservasi Alam Nusan-
tara afiliasi The Nature Conservancy, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, UPTD BLUD KKP Raja Ampat  
dan World Wildlife Fund) melakukan monitoring ilmiah untuk melihat kondisi terumbu karang di dua belas KKP, dan 
kondisi kesejahteraan masyarakat di delapan KKP di BLKB. Para Mitra ini juga memonitor keefektifan manajemen dari 
dua belas KKP di BLKB dan mendokumentasikan tata kelola sumber daya laut di delapan KKP. Laporan ini, yang akan 
diperbaharui secara berkala, menyediakan kajian ilmiah dari kondisi terkini dan juga tren dari kondisi ekologi dan sosial 
di dalam jejaring KKP BLKB, dan mendokumentasikan status manajemen dari setiap KKP. Pada bagian ini, kami akan 
secara singkat menyampaikan garis besar dari protokol yang digunakan untuk menghasilkan data yang dikaji dalam 
laporan ini. 

2.1. Pemantauan Ekologi 
Program pemantauan ekologi KKP Bentang Laut Kepala Burung merupakan program kemitraan antara Conservation 
International, Yayasan Konservasi Alam Nusantara afiliasi The Nature Conservancy, World Wide Fund for Nature (In-
donesia), World Wildlife Fund (Amerika Serikat), dan Universitas Papua. Sejak tahun 2010, kemitraan tersebut (pada 
awalnya CI, YKAN-TNC, WWF-ID) telah menerapkan pemantauan ekologis di dua belas KKP (KKPD Kaimana: Wilayah 
pengelolaan Buruway dan Teluk Triton; Taman Wisata Perairan (TWP) Raja Ampat: Area Perairan Kepulauan Asia dan 
Ayau, Area Teluk Mayalibit, Area Selat Dampier, Area Perairan Kepulauan Misool, Area Perairan Kepulauan Kofiau-Boo, 
Area Perairan Kepulauan Fam; KKPN SAP Waigeo Sebelah Barat; Taman Nasional Teluk Cenderawasih; Taman Pesisir 
Teluk Nusalasi Van Den Bosch dan Teluk Berau). Pemantauan ekologi difokuskan pada dua komponen ekosistem 
terumbu karang: populasi ikan (kelimpahan dan biomassa) dan tutupan bentik (persentase tutupan). Pemantauan 
ekologi di masing-masing KKP dilakukan setiap 2 – 3 tahun menggunakan protokol Wilson dan Green (2009) yang telah 
diperbaharui oleh Ahmadia et al. (2013).
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Dalam laporan ini, kami mengkaji data dari tiga indikator ekologis terpilih yaitu kondisi terumbu karang, populasi spe-
sies perikanan kunci dan populasi ikan herbivora yang digunakan untuk evaluasi terhadap target pengelolaan, menye-
barkan informasi ke pembuat kebijakan, serta menjadi indikator kesehatan ekosistem dan populasi ikan. Indikator-in-
dikator tersebut diselaraskan dengan indikator yang digunakan dalam penilaian pengelolaan KKP di Indonesia (Direk-
torat Kawasan Konservasi dan Spesies Ikan, 2012). Terdapat beberapa kriteria lainnya yang termasuk indikator ekolo-
gis, misalnya perbedaan tropik dan kelompok fungsional, sejarah kehidupan, dan daerah jelajah ikan. Dengan mem-
pertimbangkan semua informasi tersebut, kami memilih indikator-indikator sebagai berikut: 

Perikanan terumbu: artisanal, atau perikanan skala kecil, merupakan perikanan tradisional yang dilakukan rumah 
tangga (bukan perusahaan komersil), menggunakan modal dan energi dalam jumlah kecil, armada perikanan yang 
cenderung kecil (belum tentu ada), perjalanan penangkapan yang cenderung pendek, dekat dengan garis pantai, dan 
sebagian besar diperuntukkan bagi konsumsi lokal. Perikanan artisanal juga dapat menjadi sumber dari rantai perda-
gangan komersial, melalui pedagang ikan, sehingga menghasilkan produk bagi konsumsi setempat atau ekspor (FAO, 
2015).  
Indikator: Spesies perikanan kunci -suku ikan: Lutjanidae (kakap), Haemulidae (bibir tebal), dan Serranidae (kerapu). 

Kelentingan terumbu karang dan fungsi ekosistem: Kelentingan ekologi dapat didefinisikan sebagai kemampuan 
suatu ekosistem dalam menyerap gangguan atau kejutan serta beradaptasi terhadap perubahan sambil memperta-
hankan fungsi dan struktur ekosistem yang sama (Holling 1973, McClanahan et al. 2012).  
Indikator: Kelompok fungsional ikan-Suku ikan: Acanthuridae (butana), Scaridae (kakatua), Siganidae (baronang) 

Kondisi terumbu karang: status komposisi atau kondisi komunitas bentik (permukaan terumbu karang) pada suatu 
kawasan terumbu karang yang mempengaruhi “proses ekologi dari bawah ke atas” serta memiliki efek beruntun pada 
dinamika dan fungsi seluruh ekosistem terumbu karang. Karang keras yang membentuk struktur tiga dimensi yang 
menyediakan habitat penting bagi banyak organisme terumbu karang.  
Indikator: Tutupan karang keras 

2.2. Pemantauan Sosial 

Program pemantauan sosial KKP Bentang Laut Kepala Burung merupakan kemitraan antara Universitas Papua, Con-
servation International, dan World Wildlife Fund (Amerika). Sejak tahun 2010, kemitraan tersebut telah memantau kese-
jahteraan manusia dalam delapan KKP (KKP Buruway, KKP Kofiau dan Pulau Boo, KKP Misool Timur Selatan, KKP Se-
lat Dampier, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, KKP Teluk Etna, KKP Teluk Triton dan KKP Teluk Mayalibit) dari em-
pat kabupaten di Papua Barat dan Papua. Universitas Papua melakukan survei rumah tangga terhadap penduduk 
yang mewakili secara populasi acak yang berada dalam wilayah KKP. Data yang diambil meliputi kesejahteraan 
ekonomi, kesehatan, pemberdayaan politik, pendidikan, dan budaya. KKP dipantau setiap dua tahun sampai dengan 
penggulangan kedua dan selanjutnya dipantau setiap tiga tahun. Data dasar diambil pada 2010 hingga 2012. 

Pada laporan ini, kami mengkaji data dari lima atribut kesejahteraan manusia yang umum dalam kebijakan kesejahter-
aan masyarakat. Satu indikator utama dari setiap dimensi atribut kemudian dipilih sebagai berikut:  
Kesejahteraan ekonomi: sumber yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta akses terhadap 
sumber-sumber kesejahteraan (Sen, 1999).  
Indikator: Aset material rumah tangga 
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Kesehatan: Status kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, dan tidak hanya ketiadaan penyakit atau 
kekurangan (World Health Organization, 1946)  
Indikator: Ketahanan pangan rumah tangga  

Pemberdayaan Politik: Kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak 
pada hidupnya (United Nations Development Program et al., 2005)  
Indikator: Hak rumah tangga atas pengelolaan sumber daya laut 

Pendidikan: Struktur, sistem, dan praktik-praktik yang digunakan untuk transfer pengetahuan dan keterampilan dalam 
suatu masyarakat (Stephanson & Mascia, 2014)  
Indikator: Angka partisipasi sekolah 

Budaya: Meliputi seni, cara hidup bersama, sistem-sistem penilaian, tradisi, dan kepercayaan (UNESCO, 2001).  
Indikator: Keterikatan terhadap tempat. 
	

2.3. Penilaian Pengelolaan  
Di wilayah Bentang Laut Kepala Burung terdapat dua 
perangkat yang saat ini digunakan untuk menilai pengelo-
laan KKP, yaitu: Scorecard dari Bank Dunia (World Bank, 
2004) dan E-KKP3K: Panduan Teknis Evaluasi Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan 
Pulau-Pulau Kecil (Direktorat Kawasan Konservasi dan 
Jenis Ikan, 2012). Scorecard dari Bank Dunia telah digu-
nakan untuk menilai KKP di dalam BLKB sejak awal 
pendirian, sehingga membuat penggunanya dapat 
merekam perubahan dalam pengelolaan KKP dari waktu 
ke waktu serta membuat perbandingan dengan KKP di 
dunia. E-KKP3K dikembangkan oleh Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan pada tahun 2013. Perangkat E-KKP3K 
menyediakan suatu penilaian baku di seluruh Indonesia 
untuk membantu memandu pengembangan strategi pen-
gelolaan dan penentuan prioritas Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

Scorecard dari Bank Dunia: Scorecard dari Bank Dunia 
dikembangkan secara khusus untuk menilai kemajuan 
pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi 
perairan. Penilaian pengelolaan tersebut dilakukan setiap 
tahunnya sampai tahun 2017 pada sembilan KKP (KKPD 
Kaimana; Taman Wisata Perairan (TWP) Raja Ampat: Area 
Perairan Kepulauan Asia dan Ayau, Area Teluk Mayalibit, 
Area Selat Dampier, Area Perairan Kepulauan Misool, 
Area Perairan Kepulauan Kofiau-Boo, KKPN SAP Waigeo 
Sebelah Barat; Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan 
Taman Pesisir Jeen Womom). Pada tahun 2019, penilaian 
juga dilakukan pada KKP Fakfak, KKP Sorong Selatan, 
KKPN SAP Raja Ampat, KKPD Kepulauan Fam dan KKP 
Misool Utara.  

Dalam laporan ini, kami mengkaji data dari enam tahap “pengelolaan kawasan lindung yang baik”, yaitu (1) konteks, 
(2) perencanaan, (3) masukan, (4) proses, (5) keluaran, dan (6) hasil. Kami melaporkan nilai akhir dari seluruh unsur 
tersebut. 

E-KKP3K: Perangkat E-KKP3K secara khusus dikembangkan untuk: (1) mengevaluasi pengelolaan kawasan konser-
vasi perairan di seluruh Indonesia; dan (2) menjadi panduan untuk evaluasi mandiri dari pengelolaan suatu kawasan 
konservasi, dan untuk membuat rencana peningkatan pengelolaan. Penilaian pengelolaan tersebut dilakukan setiap 
tahun pada Jejaring KKP Kaimana, KKP Raja Ampat, Taman Pesisir Jeen Womom, Taman Nasional Teluk Cender-
awasih, dan pada tahun 2018 juga dilakukan pada jejaring KKP Fakfak, KKP Sorong Selatan, dan KKP Misool Utara. 
Pada tahun 2019 juga dilakukan penilaian di KKPN SAP Raja Ampat, KKPN SAP Waigeo Sebelah Barat, dan KKP Mak-
segara. 

Dalam laporan ini, kami mengkaji data untuk menentukan “tingkat” pengelolaan dari masing-masing KKP. Masing-mas-
ing KKP dikelompokkan menjadi satu dari 5 tingkat: tingkat 1 (merah), tingkat 2 (kuning), tingkat 3 (hijau), tingkat 4 
(biru) dan tingkat 5 (emas). Pengelompokkan ditentukan oleh hasil dari 74 pertanyaan yang diberikan kepada pen-
gelola. Parameter yang digunakan meliputi status kelembagaan KKP, perencanaan pengelolaan, dan zonasi, serta in-
frastruktur. 
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2.4. Pemantauan Tata Kelola Sumber Daya Laut  

Selain pemantauan kesejahteraan masyarakat, program 
pemantauan sosial KKP Bentang Laut Kepala Burung 
juga meliputi pemantauan pola dan tren tata kelola 
sumber daya laut di dalam KKP (Jejaring KKP Kaimana, 
KKP Kofiau dan Pulau Boo, KKP Misool Timur Selatan, 
KKP Selat Dampier, KKP Teluk Mayalibit, dan Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih) pada empat kabupaten di 
Provinsi Papua Barat dan Papua. 

Tata kelola sumber daya laut menetapkan proses pen-
gelolaan sumber daya laut yang meliputi cara otoritas 
penentuan keputusan dialokasikan, cara penentuan 
keputusan pengelolaan dibuat, dan bagaimana keputu-
san pengelolaan ditegakkan (Mascia et.al.2017). Tata 
kelola sumber daya laut dapat mempengaruhi hasil 
sosial dan ekologi dari intervensi politik (Persha et al., 
2011; Fox et al., 2012) seperti KKP, dan otoritas tata 
kelola yang berhasil telah diketahui memiliki karakteristik 
yang serupa (Ostrom et al., 1990). Karakteristik tersebut 
meliputi: mekanisme pengambilan keputusan yang par-
tisipatif, peraturan yang sesuai dengan konteks, sistem 
yang aktif dan akuntabel dalam pemantauan dan pene-
gakan aturan, serta mekanisme resolusi konflik yang 
terjangkau (misalnya proses penyelesaian perselisihan 
paham yang murah, cepat, dan dapat dilakukan di tem-
pat). 

Universitas Papua melakukan diskusi kelompok terarah 
dan wawancara informan kunci pada setiap pemukiman 
yang dipantau untuk memahami tata kelola sumber daya 
laut di setiap KKP. Diskusi kelompok terarah dan 
wawancara informan kunci difokuskan pada bagaimana 

keputusan pengelolaan sumber daya laut dibuat, aturan 
dalam pengelolaan sumber daya laut, cara aturan pen-
gelolaan sumber daya laut dipantau dan ditegakkan, 
serta bagaimana konflik terhadap sumber daya laut  
diselesaikan. 

Diskusi kelompok terarah dan wawancara informan kun-
ci dilakukan pada semua kampung yang dipantau dari 
tiap KKP setiap dua tahun dan tiga tahun. Proses ini 
menyediakan penilaian komprehensif terhadap tata kelo-
la sumber daya laut setiap empat tahun dan lima tahun. 
Pada laporan tahun 2019 ini, kami mendokumentasikan 
status tata kelola sumber daya laut yang diambil dari 
148 kelompok diskusi terarah untuk melaporkan status 
dan tren tata kelola. Kami mengkaji data menggunakan 
empat atribut kunci tata kelola sumber daya laut dalam 
bentang laut, yaitu: 

Partisipasi dalam membuat keputusan: 
Indikator: Pembuatan keputusan secara partisipatif  

Aturan pemanfaatan sumber daya:
Indikator: Aturan yang disesuaikan dengan kondisi ter-
tentu 

Pemantauan dan penegakan aturan
Indikator: Sanksi yang diberikan  

Resolusi konflik
Indikator: Mekanisme resolusi konflik yang  terjangkau 
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2.5. Interpretasi Laporan Status Jejaring KKP Bentang Laut Kepala Burung 

Laporan status jejaring KKP BLKB mendokumentasikan 
status dan tren kondisi ekologi dan sosial dari waktu ke 
waktu. Perubahan ekologi dan sosial yang diamati dari 
waktu ke waktu dapat disebabkan oleh beragam proses 
sosial dan ekologi. Misalnya, perubahan persentase 
tutupan (faktor penting yang menunjukkan kesehatan 
terumbu karang) dapat terkait dengan perubahan 
tekanan pada sektor perikanan, keragaman alami dari 
populasi ikan, dampak-dampak gangguan (misalnya 
pemutihan karang), penetapan KKP  atau kombinasi dari 
faktor-faktor tersebut. Hal tersebut juga serupa dengan 
perubahan pada ketahanan pangan rumah tangga yang 
dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, kejadian 
cuaca ekstrim yang mempengaruhi ketersediaan sum-
ber makanan penting, fluktuasi harga bahan bakar, 
penetapan KKP, atau kombinasi dari faktor-faktor terse-
but. Tanpa adanya data tambahan, penjelasan-penje-
lasan alternatif tersebut kemungkinan sama-sama terli-
hat masuk akal.  

Pada laporan ini, kami melakukan interpretasi terhadap 
tren ekologi dan sosial dengan mendeskripsikan penje-
lasan yang mungkin dari pola data yang diamati. Karena 
kami hanya memantau kondisi di dalam KKP, kami tidak 
dapat menyebutkan secara pasti bahwa penetapan KKP 
menjadi penyebab tren yang ada. Sebaliknya, kami 
menyediakan penilaian subyektif untuk menginterpretasi 
temuan, berdasarkan penilaian para pakar terhadap 
kemungkinan rasional dari penjelasan alternatif dari se-

tiap tren. Pada akhirnya, tren positif dalam kondisi 
ekologi dan sosial tidak boleh diinterpretasi sebagai 
dampak positif KKP. Hal tersebut berarti tren negatif 
juga tidak boleh diinterpretasi sebagai dampak negatif 
KKP. 

Untuk memahami apakah keberadaan KKP menjadi 
penyebab perubahan kondisi sosial maupun kondisi 
ekologi, program monitoring BLKB juga memantau kon-
disi di luar wilayah KKP yang memiliki kesamaan karak-
teristik dengan wilayah di dalam KKP (menggunakan 
protokol standar yang sama dengan yang digunakan 
dalam pemantauan di dalam wilayah KKP). Dengan 
melakukan pemantauan atas perubahan sepanjang 
waktu baik di kampung wilayah KKP maupun pada 
kampung yang menjadi kontrolnya. Juga pada lokasi-
lokasi habitat terumbu karang baik yang ada di dalam 
wilayah KKP maupun di luar wilayah KKP, kita akan da-
pat menentukan perubahan sosial dan ekologi yang 
disebabkan oleh pengelolaan KKP – dan perubahan-
perubahan yang disebabkan oleh karena faktor-faktor 
lainnya (seperti pergeseran pasar dan gangguan alam). 
Kami berharap dapat menyediakan data dampak jangka 
pendek untuk kondisi sosial dan ekologi (dengan kata 
lain perubahan kondisi sosial yang disebabkan oleh 
pendirian atau implementasi pengelolaan KKP) pada 
awal tahun 2020. Laporan Status BLKB di masa datang 
diharapkan akan juga memuat informasi mengenai 
dampak KKP. 
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2.6. Memahami dan Menginterpretasi Ketidakpastian

- Pengelompokan ketidakpastian
Pemantauan ilmiah selalu melibatkan ketidakpastian. Hal tersebut dapat terjadi pada setiap langkah proses peman-
tauan, mulai dari pengembangan metode hingga pengambilan data, analisis, dan interpretasi data. Sebagian ketidak-
pastian (misalnya kesalahan ukur) dapat didokumentasikan dan dihitung dengan mudah, sedangkan ketidakpastian 
lain tetap tidak diketahui (misalnya apakah suatu indikator merupakan perwakilan tepat dari kondisi sebenarnya yang 
belum diketahui). Besaran ketidakpastian dapat dihitung melalui analisis statistik atau teknik lainnya. 

- Perlakuan terhadap ketidakpastian dalam Laporan Jejaring KKP BLKB
Dalam laporan ini, kami mengadopsi klasifikasi standar IPCC untuk menjelaskan hasil perhitungan ketidakpastian 
(IPCC, 2013). Berdasarkan analisis statistik dari data pemantauan, kami memperkirakan tingkat kepercayaan (misalnya 
peluang dari suatu tren atau hasil akan muncul) untuk menjelaskan kondisi dan tren pada KKP Bentang Laut Kepala 
Burung (lihat Tabel 2.1). 

Pada setiap temuan dalam laporan ini, kami memberi keterangan tingkat kepercayaan dengan tanda petik dua (misal-
nya, “hampir pasti memungkinkan”) dengan nilai pasti tingkat kepercayaan berada di dalam kurung. Sebagai contoh, 
jika terdapat peluang lebih kecil dari 1% bahwa tren yang didokumentasikan dari indikator tertentu dapat muncul se-
cara kebetulan, maka kami menuliskannya sebagai “hampir pasti memungkinkan” (p=0,01). Disini, nilai P menjelaskan 
kemungkinan mendapatkan hasil yang setara atau lebih ekstrim dibanding dengan data pengamatan. 

Ketentuan Kemungkinan (Tabel 2.1)

Catatan:
Kategori di bawah “Kemungkinan Hasil” tidak saling eksklusif dan mencerminkan standar kesepakatan ilmiah ketika 
melaporkan kemungkinan. 

2.7. Memahami dan Menginterpretasi Grafik
Laporan Status Jejaring KKP Bentang Laut Kepala Burung menerjemahkan data pemantauan dari status dan tren dari 
waktu ke waktu untuk kondisi ekologi, sosial, dan pengelolaan kunci pada KKP di bentang laut tersebut. Kami men-
yarikan data menjadi ‘dasbor’ satu halaman, satu untuk keseluruhan bentang laut. Bagi setiap indikator ekologi, sosial, 
tata kelola sumber daya laut, atau pengelolaan, akan dijelaskan penilaian dari status dan tren terkini pada dasbor. 

STATUS KKP  
Kami mendokumentsikan status dari setiap indikator pada tahun pemantauan terkini, dibandingkan dengan rata-rata 
kondisi KKP di Bentang Laut Kepala Burung pada pemantauan data dasar (yaitu waktu pada saat pemantauan KKP 
pertama kali). Kami mengelompokan status terkini menjadi tiga kategori umum (lihat gambar 2.1): 
- Tinggi: kondisi yang diamati pada tahun pemantauan terkini lebih tinggi dibandingkan kondisi rata -rata KKP terse-

but yang diamati saat garis dasar. Kami memasukkan definisi ini apabila kondisi saat ini melebihi rata-rata kondisi 
garis dasar bentang laut ditambah satu galat baku .  

- Sedang: kondisi yang diamati pada tahun pemantauan terkini berada pada rentang yang sama dengan kondisi rata-
rata KKP tersebut yang diamati saat garis dasar. Kami memasukkan definisi ini apabila kondisi saat ini berada di 
rentang rata-rata kondisi garis dasar bentang laut ditambah atau dikurangi satu galat baku.  

Terminologi Kemungkinan Hasil Tingkat Kepercayaan (Nilai P)

Hampir pasti memungkinkan 99-100% P < 0,01

Sangat mungkin 95-100% P < 0,05

Kemungkinan tinggi 90-100% P < 0,1

Mungkin 66-100% P < 0,33

Antara mungkin-tidak mungkin 33-66% P > 0,33 dan < 0,66

Kemungkinan kecil 0-33% P > 0,66

Sangat tidak mungkin 0-10% P > 0,90

Hampir pasti tidak mungkin 0-1% P > 0,99
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- Rendah: kondisi yang diamati pada tahun pemantauan terkini lebih rendah dibandingkan kondisi rata-rata KKP 
tersebut yang diamati saat garis dasar. Kami memasukkan definisi ini apabila kondisi saat ini lebih rendah diband-
ingkan rata-rata kondisi garis dasar bentang laut dikurangi satu galat baku.  

Gambar 2.1. Pengelompokan Status  

TREN KKP 
Kami melakukan analisis statistik pada tren kondisi sosial, ekologi, tata kelola, dan pengelolaan kunci dari waktu ke 
waktu. Kami mengklasifikasi tren menjadi empat kategori umum, yaitu:  
- Meningkat: kondisi rata-rata yang diamati pada KKP atau Jejaring KKP tertentu meningkat selama tahun peman-

tauan.  
- Stabil: kondisi rata-rata yang diamati pada KKP atau Jejaring KKP tertentu tidak berbeda nyata selama tahun pe-

mantauan. 
- Menurun: kondisi rata-rata yang diamati pada KKP atau Jejaring KKP tertentu menurun selama tahun pemantauan  
- Data tidak tersedia: tidak ada atau tidak cukup data dalam deret waktu yang tersedia untuk mendeteksi adanya tren 

dari kondisi tersebut 

Kami mendeskripsikan tingkat kepercayaan dari semua indikator (Tabel 2.1), kecuali penilaian pengelolaan, sebagai 
berikut:  

Tingkat Kepercayaan Keterangan

Hampir pasti memungkinkan Terdapat peluang lebih kecil dari 1% (P<0,01) bahwa 
kita akan melihat adanya pola perubahan (meningkat/ 
menurun), jika memang tidak ada perubahan pada 
indikator yang diamati

Sangat mungkin Terdapat peluang lebih kecil dari 5% (P<0,05) bahwa 
kita akan melihat adanya pola perubahan (meningkat/ 
menurun), jika memang tidak ada perubahan pada 
indikator yang diamati

Kemungkinan tinggi Terdapat peluang lebih kecil dari 10% (P<0,1) bahwa 
kita akan melihat adanya pola perubahan (meningkat/ 
menurun), jika memang tidak ada perubahan pada 
indikator yang diamati. 
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Kami mendeskripsikan tingkat kepercayaan untuk indikator penilaian pengelolaan, sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2. Grafik Penjelasan dan Interpretasi 

Tingkat Kepercayaan Keterangan

Hampir pasti memungkinkan Terdapat peningkatan lebih dari 15% nilai penilaian pen-
gelolaan dari waktu ke waktu 

Sangat mungkin Terdapat peningkatan lebih dari 10% nilai penilaian pen-
gelolaan dari waktu ke waktu 

Kemungkinan tinggi Terdapat peningkatan lebih dari 5% nilai penilaian pen-
gelolaan dari waktu ke waktu 
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3. DASBOR KKP BLKB
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 STATUS TREN TERKINI DAN TINGKAT 
KEPERCAYAAN 

EKOSISTEM 

Komposisi Bentik 
Persentase tutupan karang hidup 

  

Spesies Perikanan Kunci 
Biomassa spesies perikanan kunci 

  

Kelompok Fungsional Ikan 
Biomassa ikan berdasarkan kelompok fungsional 
 

  

KESEJAHTERAAN MANUSIA 

Kesejahteraan Ekonomi 
Indeks aset material rumah tangga 

  

Kesehatan 
Indeks ketahanan pangan rumah tangga 

  

Pemberdayaan Politik 
Indeks pemenuhan hak rumah tangga terhadap sumber 
daya laut 

  

Pendidikan 
Angka partisipasi sekolah 

  

Budaya 
Keterikatan emosi pada wilayah perairan 
 

  

PENGELOLAAN   

Status Penilaian Scorecard KKP dari Bank Dunia 
Nilai efektivitas pengelolaan KKP dari Bank Dunia 

  

E-KKP3K 
Status penilaian efektivitas KKP 
 

  

TATA KELOLA   

Partisipasi Masyarakat 
Perbandingan partisipasi kelompok pemanfaat sumber 
daya laut dalam menentukan aturan pemanfaatan 
sumber daya 

  

Aturan Pemanfaatan Sumber Daya 
Proporsi habitat dan spesies penting yang diatur secara 
khusus 

  

Pemantauan dan Penegakan Peraturan 
Jumlah sanksi yang dikeluarkan untuk mendorong 
kepatuhan terhadap aturan 

  

Resolusi Konflik 
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
konflik antar pemanfaat atau antara pemanfaat dan 
aparat 

  

  
NILAI STATUS                                                          TREN TERKINI                                                               TINGKAT KEPERCAYAAN 

  
 

* 

*** Tinggi Sedang Rendah Meningkat Stabil Menurun Hampir pasti 
** Sangat tinggi 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

* 

*** 

Tinggi 



4. SINTESIS

4.1. Status dan Tren di BLKB
Status terkini dari kesehatan ekologi, kesejahteraan manusia, manajemen KKP dan tata kelola sumber daya perairan 
sangat beragam di jejaring KKP BLKB. Pada tingkat bentang laut, dua indikator ekosistem tetap stabil dan satu indika-
tor menunjukkan kemajuan. Sementara tren perubahan kondisi ekologi beragam di antara KKP, dua indikator ekosistem 
tetap stabil dan satu indikator menunjukkan perkembangan. Sementara kecenderungan ekologi bervariasi di antara 
KKP di wilayah bentang laut, baik tutupan karang keras dan biomassa kelompok ikan fungsional mengalami sedikit 
peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di jejaring KKP BLKB berada dalam kondisi yang 
lebih baik daripada banyak ekosistem terumbu karang global (Jackson et al, 2014). Walaupun masih dalam persentase 
yang kecil (<1%) tetapi kemunculan penyakit karang, pemutihan karang, sedimentasi, dominasi alga di beberapa titik, 
dan kemunculan bintang laut pemakan karang atau COTs - Crown of Thorn Starfish (Acanthaster plancii) perlu menjadi 
perhatian serius pengelola KKP. Kemajuan yang terus menerus pada pengelolaan KKP diperlukan untuk melanjutkan 
dan meningkatkan kondisi ekologi di wilayah BLKB, dengan penekanan khusus pada pengembangan strategi untuk 
meminimalkan dampak negatif pembangunan pesisir dan pariwisata serta meningkatkan pengelolaan perikanan dan 
mitigasi efek perubahan iklim. 

Perkembangan kondisi kesejahteraan manusia sangat beragam di wilayah BLKB, baik di antara kelompok indikator 
kesejahteraan manusia maupun di antara KKP di wilayah ini. Kondisi ketahanan pangan dan tingkat partisipasi sekolah 
terus meningkat. Sedangkan aset rumah tangga dan hak pemberdayaan perairan terlihat beragam di antara 
masyarakat yang berdiam di wilayah KKP; pada beberapa KKP terlihat menurun dan beberapa lainnya meningkat dari 
penurunan yang dijumpai pada survei sebelumnya. Tingkat keterikatan emosi pada tempat (dengan kata lain ke-
terikatan emosi antara individu dan sebuah KKP) juga mengalami sedikit penurunan tetapi dengan nilai rata-rata yang 
masih tinggi.		

Perkembangan kondisi ketahanan pangan dan angka partisipasi sekolah sangat beragam di antara KKP di wilayah 
BLKB. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik, ekonomi, dan proses-proses sosial lainnya di wilayah ini kemungki-
nan menjadi faktor pendorong dan bukan saja dari dinamika pada skala lokal yang lebih kecil. Sebagai contoh, ke-
mampuan rumah tangga untuk mengakses makanan yang aman, bergizi dan secara sosial dapat diterima (seba-
gaimana yang diukur dalam skala ketahanan rumah tangga) mungkin berhubungan dengan kebijakan di tingkat 
provinsi dan kabupaten (sebagai contoh program-program di bidang pertanian dan program bantuan pendidikan), dan 
juga meningkatnya akses transportasi yang memungkinkan masyarakat di tempat yang lebih terpencil untuk men-
jangkau pasar dan membeli makanan yang lebih beragam. Sejak monitoring kondisi sosial dilakukan pada tahun 2010, 
baru pertama rata-rata rumah tangga di dua KKP (Selat Dampier dan Teluk Triton) diklasifikasikan sebagai rumah tang-
ga yang tahan pangan, hal ini berarti rumah tangga-rumah tangga tersebut tidak mengalami kecemasan tentang akses 
makanan yang cukup, sehat dan bergizi bagi anggota keluarga mereka. Sama halnya dengan kondisi ketahanan   
pangan, kebijakan pemerintah dan investasi-investasi dalam program pendidikan di wilayah BLKB menjadi penyum-
bang bagi peningkatan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Rata-rata kisaran perubahan angka partisipasi sekolah 
adalah mulai dari 0,33% di KKP Selat Dampier dan KKP Misool Timur Selatan sampai dengan 4% di Taman Nasional 
Teluk Cenderawasih antara tahun 2010 dan 2019. Taman Nasional Teluk Cenderawasih mempunyai perubahan angka 
partisipasi yang lebih tinggi dari rata-rata angka partisipasi sekolah nasional (0,99%).  

. 
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Faktor-faktor yang memicu fluktuasi pada kondisi kesejahteraan ekonomi (sebagaimana diukur dengan kepemilikan 
aset rumah tangga) beragam di antara keluarga-keluarga yang bermukim di wilayah BLKB. Faktor-faktor seperti cuaca 
yang kurang baik, waktu melaut yang berkurang karena keterlibatan dalam kegiatan atau organisasi di kampung, jarak 
pasar yang berpengaruh terhadap frekuensi penjualan dan biaya transportasi, harga jual yang menurun (baik hasil laut 
maupun perkebunan), penghasilan rumah tangga yang hanya berasal dari berkebun dan meramu hasil hutan, keter-
gantungan terhadap program pembangunan dan bantuan dari pemerintah, kebutuhan anggota keluarga untuk pen-
didikan dan kesehatan, faktor usia yang tidak memungkinkan untuk bekerja, serta kontribusi sosial seperti penyelesa-
ian sengketa atau denda adat dan kegiatan keagamaan diungkapkan oleh responden survei sebagai faktor yang men-
dorong perubahan ekonomi mereka.   

	
Tidak seperti kecenderungan penurunan hak 
pemberdayaan sumber daya laut yang dila-
porkan pada 2016 The State of the Bird’s 
Head Seascape MPA Network Report (Ahma-
dia et al. 2016), hak pemberdayaan sumber 
daya laut (diukur dengan jumlah hak pem-
berdayaan sumber daya laut yang digunakan 
oleh sebuah rumah tangga selama 12 bulan 
sebelum waktu survei) mulai mengalami pen-
ingkatan di tingkat Bentang Laut Kepala Bu-
rung. Perubahan ini terutama disebabkan 
oleh peningkatan sebanyak 22% dari proporsi 
rumah tangga yag menggunakan haknya 
untuk mengambil sumber daya laut diantara 
dua waktu monitoring yang terkini (monitoring 
tahun ke 4 dan monitoring tahun ke 7). Se-
mentara kita tidak dapat secara konklusif 
menyimpulkan proses-proses yang menye-
babkan perubahan ini, ada kemungkinan 

bahwa realokasi hak mengambil ikan yang berkaitan dengan pembentukan KKP memicu penurunan sementara pro-
porsi rumah tangga yang menggunakan hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya laut. Walaupun demikian, 
penurunan ini mungkin hanya berlangsung dalam waktu singkat, karena proporsi rumah tangga yang menggunakan 
hak mereka untuk mengakses dan mengambil sumber daya laut meningkat pada monitoring terbaru (tahun 
2017-2019). 	
Penilaian efektivitas pengelolaan dengan menggunakan scorecard dari Bank Dunia menunjukkan bahwa secara umum 
pengelolaan KKP mengalami peningkatan secara terus menerus, walaupun laju peningkatan bervariasi di antara KKP 
di BLKB. Nilai tertinggi ditemukan pada Jejaring KKP Raja Ampat, dimana KKP Misool Timur Selatan  memperoleh nilai 
pengelolaan tertinggi di antara semua KKP di BLKB. Perubahan yang sangat substansial terjadi pada nilai pengelolaan 
antara tahun 2018 dan 2019 terjadi di SAP Waigeo Sebelah Barat. Sampai tahun 2019, nilai pengelolaan terendah 
ditemukan pada KKP Misool Utara. Lima KKP yaitu TP Nusalasi Van Den Bosch, KKPD Kepulauan Fam, KKP Misool 
Utara, SAP Raja Ampat dan KKP Sorong Selatan (Laut Seribu Satu Sungai Teo Enebika) baru pertama kali dilakukan 
penilaian dengan Scorecard Bank Dunia. 

Penilaian keefektifan pengelolaan juga dilakukan dengan menggunakan standar E-KKP3K. Hasil evaluasi menunjukkan 
bahwa status pengelolaan Jejaring KKP Raja Ampat berada pada tingkat Hijau (pengelolaan minimum). Jejaring KKP 
ini dapat berpindah ke tingkat Biru (pengelolaan optimum) apabila dilakukan penataan batas kawasan. KKP Misool 
Utara berada dalam tahap awal Inisiasi (Merah) dan akan mencapai tingkat Inisiasi 100% jika usulan inisiatif pendirian 
KKP diserahkan ke pemerintah pusat dengan dukungan dan koordinasi dari instansi terkait serta memasukkan hasil 
kajian identifikasi dan inventarisasi kawasan di dalam usulan inisiatif tersebut. 

Perbandingan partisipasi kelompok pemanfaat sumber daya laut dalam menentukan aturan pemanfaatan sumber daya 
beragam di antara setiap KKP di wilayah BLKB, hampir semua masih rendah bila dibandingkan dengan survei di tahun 
awal. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya perbandingan partisipasi kelompok pemanfaat sumber daya laut 
ini. Faktor seperti ukuran KKP, jumlah kampung, dan intensitas dari upaya pelibatan masyarakat dalam penentuan atu-
ran pemanfaatan suberdaya laut diduga menjadi penyumbang rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penentuan 
aturan pemanfaatan sumber daya. 

Proporsi habitat dan spesies penting yang diatur secara khusus juga beragam di antara KKP di BLKB. Proporsi habitat 
meningkat di KKP Buruway, KKP Teluk Etna, KKP Selat Dampier dan Teluk Mayalibit dibandingkan dengan tahun dasar. 
Peningkatan signifikan terjadi di KKP Selat Dampier dan KKP Teluk Mayalibit sekitar 26,47% dan 32,06%. Habitat yang 
memiliki aturan di periode tahun 2017-2019 yaitu terumbu karang, mangrove, lumpur, pasir dan lamun. Proporsi spe-
sies penting yang diatur secara khusus meningkat di KKP Teluk Etna, KKP Teluk Triton, KKP Kofiau dan Pulau Boo serta 
KKP Selat Dampier. Spesies yang bertambah selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk setiap KKP tersebut 
yaitu Testudines dan Sphrynidae (KKP Teluk Etna); Holothuroidea, Katsuwonus, Pteriidae, Rhincodontidae, Serranidae, 
Trochidae (KKP Teluk Triton); Carangidae, Katsuwonus, Lethrinus sp., Scomberomorus (KKP Kofiau dan Pulau Boo); 
Delphinidae, Panuliruidae, Serranidae, Sphrynidae (KKP Selat Dampier). Walaupun terdapat peningkatan yang sig-
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nifikan untuk proporsi habitat dan spesies penting yang diatur secara khusus di beberapa KKP, namun secara umum di 
tingkat BLKB, status proporsi habitat dan spesies penting yang diatur secara khusus ini masih rendah dan cenderung 
menurun. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya penambahan aturan untuk jenis spesies dan habitat yang baru 
selain yang sudah tercatat pada tahun dasar, bahkan ada aturan untuk jenis spesies dan habitat tertentu yang tercatat 
pada tahun dasar namun sudah tidak berlaku pada saat pencatatan di tahun kedua. 

Waktu penyelesaian konflik mengenai sumber daya laut sangat beragam di antara KKP di wilayah BLKB. Rata-rata 
waktu penyelesaian konflik di KKP Buruway dan KKP Teluk Etna meningkat pada tahun pengulangan kedua menjadi 
sekitar 15 hari dan 10 hari pada tahun dasar sedangkan menurun di KKP Selat Dampier dari sekitar 15 hari menjadi 
sekitar 2-3 hari. Walaupun demikian, secara umum tidak terjadi perubahan waktu penyelesaian konflik di tingkat BLKB 
bila dibandingkan antara kondisi terkini  dengan waktu pengambilan data dasar. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
kampung dimana dilakukan diskusi kelompok terarah tidak terjadi konflik, sedangkan jika terjadi maka penyelesaian 
konflik dilakukan secara kekeluargaan.  

Secara rata-rata, sekitar 3 tipe sanksi diterapkan untuk penegakan aturan penggunaan sumber daya di BLKB selama 
periode monitoring. Sanksi yang paling banyak diterapkan adalah peringatan lisan, penahanan “aset dan denda”, dan 
yang dilaporkan sebagai bentuk sangsi pada 27,30%, 19,58%, dan 18,40% kelompok diskusi terfokus secara beruru-
tan. Secara umum jumlah sanksi yang diberikan pada tingkat BLKB menurun secara signifikan, dan status jumlah 
sanksi yang dikeluarkan masih rendah. Terdapat dua kemungkinan terjadinya penurunan jumlah sanksi ini, yang per-
tama karena fungsi pengawasan di sebagian besar KKP menjadi lebih efektif (monitoring penegakan aturan menjadi 
sangat efisien dalam masa awal tahun-tahun inisiasi dan implementasi KKP, sehingga orang cenderung untuk 
mematuhi aturan yang berlaku), dan yang kedua adalah karena jumlah pengawasan di wilayah KKP BLKB mengalami 
penurunan sehingga jumlah sangsi yang diberikan pun menurun. Analisa yang lebih dalam perlu dilakukan untuk 
mengetahui sebab penurunan jumlah sanksi di KKP BLKB.			

4.2. Peringatan dan Keterbatasan
Kegiatan monitoring sosial dan ekologi di je-
jaring KKP BLKB terus menjadi lebih baik dari 
tahun ke tahun, akan tetapi masih memiliki 
keterbatasan pada kemampuan kami untuk 
mendeteksi perubahan kondisi ekologi dan 
sosial. Monitoring kondisi ekologi di seluruh 
bentang laut telah dimulai sejak tahun 2007, 
sementara monitoring sosial dan tata kelola 
pengelolaan sumber daya laut dimulai pada 
tahun 2010. Akibatnya, rangkaian data seri 
yang tersedia masih sangat pendek bila 
dibandingkan skala waktu dimana banyak 
proses ekologi, ekonomi, politik, dan sosial 
berlangsung. Hal ini, ditambah dengan ker-
agaman alami dari sistem sosial dan ekologi, 
dapat membatasi kemampuan untuk mende-
teksi perubahan dalam Jejaring KKP BLKB. 
Sebagai contoh, jeda waktu yang dibutuhkan 
untuk mendeteksi respon ekosistem terhadap 
pembentukan KKP melebihi jangka waktu 
kegiatan monitoring di BLKB. Demikian juga 

dengan spesies laut yang jangka hidupnya panjang, kita mungkin tidak melihat perubahan populasi yang besar untuk 
beberapa dekade atau lebih panjang dari ketika upaya perlindungan dimulai. 

Monitoring populasi dari spesies ikan yang berpindah-pindah juga menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagai contoh, 
daerah terumbu karang dengan populasi ikan yang sangat tinggi (sering dideskripsikan sebagai daerah berkumpulnya 
ikan) sering kali tidak dimonitor dalam monitoring ekologi BLKB karena kesulitan dalam mencatat populasi ikan secara 
tepat ketika mereka berada dalam kelompok yang sangat besar. Walaupun demikian, kita berharap untuk dapat 
mendeteksi peningkatan biomassa ikan di luar daerah ikan karena pergerakan ikan ke terumbu karang di sekitarnya 
(sebuah proses yang dikenal dengan sebutan “spill-over”). 
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5. STATUS DAN TREN INDIKATOR KUNCI

5.1. Kesehatan Ekologi/Ekosistem

Gambar 5.1. Persentase Karang Keras  

Catatan: keterangan bintang di atas grafik kolom menggambarkan tingkat perbedaan kondisi antara tahun monitoring 
terkini dengan tahun sebelumya, sedangkan keterangan bintang pada nama KKP di bawah sumbu x menunjukkan 
tingkat signifikansi tren/kecenderungan sepanjang tahun pemantauan. Tahun pemantauan kondisi data dasar dan 
ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: 2011, 2016, 2018; area pengelolaan Buruway: 2012, 2015, 
2019; area pengelolaan Teluk Triton: 2013, 2016, 2019; Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch dan Teluk Berau: 
2018; Ayau Asia: 2010, 2014, 2016, 2018; SAP Waigeo sebelah barat: 2012, 2014, 2016, 2018; Kepulauan Kofiau-Boo: 
2010, 2014, 2016,2018; KKPD Misool Timur Selatan: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019; Kepulauan Fam: 2015-2016, 2017-
2018, 2019; Selat Dampier:2010, 2014, 2016, 2018; Teluk Mayalibit: 2012, 2014, 2016, 2018. 

- Tutupan karang keras di BLKB “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) mengalami perubahan antar tahun penga-
matan. Survei data dasar menunjukkan rata-rata tutupan karang keras sebesar 30 ± 1% (rata-rata ± galat baku). 
Survei terbaru lima-enam tahun setelah pengamatan data dasar untuk seluruh KKP di BLKB menunjukkan tutupan 
karang keras sebesar 36 ± 2%. Peningkatan ini menunjukkan tanda ekosistem yang sehat dan indikasi keberhasilan 
pengelolaan KKP serta kontras dengan tren penurunan tutupan karang di dunia (Jackson et al., 2014). 

- Tutupan karang keras di Taman Nasional Teluk Cenderawasih “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) meningkat dari 
2016 hingga 2018. Tutupan karang keras sebesar 40 ± 2% pada survei dasar tahun 2011, turun menjadi 35 ± 2% 
tahun 2016, dan meningkat menjadi 46 ± 3% tahun 2018. Mengaitkan faktor penyebab adanya perubahan yang 
cepat pada tutupan karang keras seperti itu sulit tetapi secara umum menunjukkan komunitas bentik yang sehat di 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 

- Tutupan karang keras di KKP Kepulauan Kofiau-Boo “sangat mungkin” (p=0,02) meningkat antara 2016-2018. 
Tutupan karang keras adalah 30 ± 4% dalam survei dasar pada tahun 2010, menurun menjadi 19 ± 2% pada tahun 
2014, dan kemudian terus meningkat menjadi 26 ± 2% pada tahun 2016 dan 36 ± 4% pada tahun 2018. Penurunan 
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tutupan karang di Kofiau-Boo antara 2010 dan 2014 diduga disebabkan karena praktik penangkapan  ikan yang 
merusak (misalnya penangkapan ikan menggunakan bom) dan juga beberapa badai dan gelombang  besar yang 
merusak banyak karang bercabang dan meja yang banyak ditemukan selama periode ini. Hasil ini menunjukkan 
bahwa terumbu karang di KKP Kepulauan Kofiau-Boo pulih dari dampak ini. 

- Tutupan karang keras di KKP Kepulauan Fam “sangat mungkin” (p=0,01) meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 
2018. Tutupan karang keras sebesar 30 ± 2% pada survei dasar tahun 2015-2016, meningkat menjadi 32 ± 2% 
tahun 2017-2018, dan meningkat menjadi 40 ± 3% tahun 2019. Peningkatan tutupan karang keras ini diduga dise-
babkan aktivitas patroli pengamanan yang dilakukan secara konsisten dan tingkat kesadaran masyarakat yang 
meningkat sehingga mengusulkan Kepulauan Fam menjadi KKP yang baru dan dicadangkan oleh Gubernur Papua 
Barat tahun 2017 (SK No. 523/195/10/2017). 

- Tutupan karang keras di KKPD Selat Dampier “sangat mungkin” (p=0,03) mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan survei dasar tahun 2010. Tutupan karang keras pada tahun 2010 sebesar 21 ± 3% mengalami peningkatan 
menjadi 30 ± 3% pada tahun 2014, stabil pada tahun 2016 sebesar 30 ± 3% dan menjadi   31 ± 4% pada tahun 
2018.   

Gambar 5.2. Biomassa Spesies Perikanan Kunci 

Catatan: keterangan bintang di atas grafik kolom menggambarkan tingkat perbedaan kondisi antara tahun monitor-
ing terkini dengan tahun sebelumya, sedangkan keterangan bintang pada nama KKP di bawah sumbu x menun-
jukkan tingkat signifikansi tren/kecenderungan sepanjang tahun pemantauan. Tahun pemantauan kondisi data dasar 
dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: 2011, 2016, 2018; area pengelolaan Buruway: 
2012, 2015, 2019; area pengelolaan Teluk Triton: 2013, 2016, 2019; Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch dan 
Teluk Berau: 2018; Ayau Asia: 2010, 2014, 2016, 2018; SAP Waigeo sebelah barat: 2012, 2014, 2016, 2018; Kepu-
lauan Kofiau-Boo: 2010, 2014, 2016, 2018; KKPD Misool Timur Selatan: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019; Kepulauan 
Fam: 2015-2016, 2017-2018, 2019; Selat Dampier: 2010, 2014, 2016, 2018; Teluk Mayalibit: 2012, 2014, 2016, 2018. 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Bentang Laut Kepala Burung “antara mungkin-tidak mungkin” (p=0,58) tidak 
berubah se- lama periode pemantauan. Perubahan biomassa ikan kunci terjadi dalam enam KKP, dengan tiga KKP 
me- nunjukkan peningkatan dan tiga KKP mengalami penurunan biomassa perikanan kunci. Survei data dasar me-
nun- jukkan rata-rata biomassa perikanan kunci sebesar 265 ± 32 kg/ha (rata-rata ± galat baku) di seluruh BLKB.   
Survei terbaru yang dilakukan di tujuh hingga delapan tahun setelah data dasar menunjukkan rata-rata biomassa 
perikanan kunci di KKP BLKB sebesar 274 ± 39 kg / ha. Biomassa perikanan kunci yang stabil adalah pertanda eko-
sistem yang sehat di Bentang Laut Kepala Burung. Ini kontras dengan penurunan biomassa ikan secara luas di 
banyak ekosistem terumbu karang di dunia (Jackson et al., 2014). 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Ayau-Asia “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) meningkat dari tahun 2010 
hingga tahun 2018. Biomassa perikanan kunci sebesar 413 ± 121 kg/ha pada survei dasar Tahun 2010, meningkat 
men- jadi 607 ± 97 kg/ha tahun 2014, meningkat menjadi 1.217 ± 274 kg/ha tahun 2016 dan sedikit menurun menja-
di 960 ± 215 kg/ha tahun 2018. Peningkatan biomassa perikanan kunci ini diduga disebabkan aktivitas patroli 
pengamanan yang dilakukan secara konsisten sehingga menghalangi penangkapan ikan skala besar oleh nelayan 
luar. 

- Biomassa perikanan kunci di Waigeo Sebelah Barat “sangat mungkin” (p=0,03) meningkat dari tahun 2012 hingga 
tahun 2018. Biomassa perikanan kunci sebesar 45 ± 18 kg/ha pada survei dasar tahun 2012, meningkat menjadi 234 
± 54 kg/ha tahun 2018. Peningkatan biomassa perikanan kunci ini diduga disebabkan aktivitas patroli pengamanan 
yang dilakukan secara konsisten dan aktivitas pariwisata yang intensif di sehingga menghalangi penangkapan ikan 
oleh nelayan. 
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- Biomassa perikanan kunci di KKP Kepulauan Kofiau-Boo “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) meningkat dari 
tahun 2010 hingga tahun 2018. Biomassa perikanan kunci sebesar 117 ± 18 kg/ha pada survei dasar tahun 2010, 
meningkat men- jadi 185 ± 47 kg/ha tahun 2014, sedikit menurun menjadi 150 ± 32 kg/ha tahun 2016 dan meningkat 
lagi menjadi 289 ± 55 kg/ha tahun 2018. Peningkatan biomassa perikanan kunci ini diduga disebabkan aktivitas pa-
trol pengamanan yang dilakukan secara konsisten sehingga menghalangi penangkapan ikan skala besar oleh 
nelayan luar. 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Kepulauan Fam “sangat mungkin” (p=0,02) berbeda antar tahun 2017-2018 hing-
ga tahun 2019. Biomassa perikanan kunci sebesar 126 ± 32 kg/ha pada survei dasar  tahun  2015-2016, meningkat 
menjadi 253 ± 60 kg/ha tahun 2017-2018, dan sedikit menurun menjadi 111 ± 26 kg/ha tahun 2019. 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Kaimana area pengelolaan Buruway “sangat mungkin” (p=0,03) menurun dari 
tahun 2012 hingga tahun 2019. Biomassa perikanan kunci sebesar 582 ± 211 kg/ha pada survei dasar Tahun 2012, 
menurun menjadi 206 ± 44 kg/ha tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 147 ± 24 kg/ha tahun 2019. Penurunan bio-
massa perikanan kunci ini diduga disebabkan aktivitas patrol pengamanan yang terganggu sehingga terjadi 
penangkapan ikan skala besar oleh nelayan luar seperti dari Seram, Halmahera dan Sulawesi. 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Kaimana area pengelolaan Teluk Triton “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) 
menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Biomassa perikanan kunci sebesar 311 ± 76 kg/ha pada survei dasar 
tahun 2013, menurun menjadi 259 ± 80 kg/ha tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 86 ± 15 kg/ha tahun 2019. 
Penurunan biomassa perikanan kunci ini diduga disebabkan aktivitas patrol pengamanan yang terganggu sehingga 
terjadi penangkapan ikan skala besar oleh nelayan luar seperti dari Seram, Halmahera dan Sulawesi. 

- Biomassa perikanan kunci di KKP Selat Dampier “kemungkinan tinggi” (p=0,099) menurun dari tahun 2010 hingga 
tahun 2018. Biomassa perikanan kunci sebesar 221 ± 61 kg/ha pada survei dasar tahun 2010, menurun menjadi 66 
± 21 kg/ha tahun 2014 dan menurun lagi menjadi 64 ± 14 kg/ha tahun 2016, dan kemudian sedikit meningkat men-
jadi 118 ± 33 kg/ha pada tahun 2018. Penurunan biomassa perikanan kunci ini diduga disebabkan oleh tekanan 
penangkapan ikan oleh masyarakat untuk memenuhi permintaan konsumsi di Sorong maupun di dalam KKP Selat 
Dampier yang banyak aktivitas wisatawan yang menginap di banyak homestay. 

 

Gambar 5.3. Kelompok Ikan Fungsional 

Catatan: keterangan bintang di atas grafik kolom menggambarkan tingkat perbedaan kondisi antara tahun monitoring 
terkini dengan tahun sebelumya, sedangkan keterangan bintang pada nama KKP di bawah sumbu x menunjukkan 
tingkat signifikansi tren/kecenderungan sepanjang tahun pemantauan. tahun pemantauan kondisi data dasar dan ulan-
gan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: 2011, 2016, 2018; area pengelolaan Buruway: 2012, 2015, 
2019; area pengelolaan Teluk Triton: 2013, 2016, 2019; Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch dan Teluk Berau: 
2018; Ayau Asia: 2010, 2014, 2016, 2018; SAP Waigeo sebelah barat: 2012, 2014, 2016, 2018; Kepulauan Kofiau-Boo: 
2010, 2014, 2016, 2018; KKPD Misool Timur Selatan: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019; Kepulauan Fam: 2015-2016, 2017-
2018, 2019; Selat Dampier: 2010, 2014, 2016, 2018; Teluk Mayalibit: 2012, 2014, 2016, 2018. 

- Biomassa ikan fungsional di KKP Bentang Laut Kepala Burung “kemungkinan tinggi” (p=0,08) meningkat diband-
ingkan pemantauan sebelumnya. Perubahan biomassa kelompok ikan fungsional diidentifikasi dalam enam KKP, 
dengan tiga KKP menunjukkan peningkatan dan tiga KKP mengalami penurunan biomassa ikan fungsional. Survei 
data dasar menunjukkan rata-rata biomassa ikan fungsional sebesar 650 ± 103 kg / ha (rata-rata ± galat baku) di 
seluruh BLKB. Survei terbaru setelah tahun ke enam-tujuh setelah pengambilan data dasar menunjukkan rata-rata 
biomassa ikan fungsional di KKP BLKB sebesar 517 ± 139 kg / ha. Biomassa ikan fungsional yang stabil adalah 
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pertanda ekosistem yang sehat di Bentang Laut Kepala Burung. Ini kontras dengan penurunan biomassa ikan se-
cara luas di banyak ekosistem terumbu karang di dunia (Jackson et al., 2014). 

- Biomassa ikan fungsional di Taman Nasional Teluk Cenderawasih “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) 
meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Biomassa ikan fungsional sebesar 115 ± 31 kg/ha pada survei dasar 
tahun 2011, meningkat menjadi 207 ± 46 kg/ha tahun 2016 dam meningkat menjadi 294 ± 49 kg/ha tahun 2018. 
Peningkatan biomassa ikan fungsional ini diduga disebabkan rendahnya penangkapan ikan fungsional karena 
masyarakat lebih menargetkan menangkap ikan kunci (kerapu dan kakap) dan ikan pelagis untuk konsumsi dan 
perdagangan.  

- Biomassa ikan fungsional di KKP Waigeo Sebelah Barat “hampir pasti memungkinkan” (p<0,002) meningkat dari 
tahun 2012 hingga tahun 2018. Biomassa ikan fungsional sebesar 282 ± 92 kg/ha pada survei dasar tahun 2012, 
meningkat menjadi 675 ± 259 kg/ha tahun 2014, 1.410 ± 478 kg/ha tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 441 
± 72 kg/ha di tahun 2018. Peningkatan biomassa ikan fungsional hingga tahun 2016 ini diduga disebabkan aktivitas 
patrol pengamanan yang dilakukan secara konsisten dan aktivitas pariwisata yang intensif sehingga menghalangi 
penangkapan ikan oleh nelayan. Terdapat gangguan aktivitas patroli pengamanan antara tahun 2016 - 2018 yang 
disebabkan adanya tuntutan pembagian hasil tarif masuk wisatawan khusus untuk masyarakat Kampung Saleo dan 
Salpele sebagai pemilik petuanan KKP Waigeo Sebelah Barat. Hal ini diduga menyebabkan adanya aktifitas 
penangkapan ikan di dalam KKP dan menjadi faktor penyebab menurunnya biomassa ikan pada tahun 2018. 

- Biomassa ikan fungsional di KKP Kepulauan Kofiau-Boo “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) meningkat dari 
tahun 2010 hingga tahun 2018. Biomassa ikan fungsional sebesar 164 ± 35 kg/ha pada survei dasar tahun 2012, 
meningkat menjadi 183 ± 56 kg/ha tahun 2014, 351 ± 135 kg/ha tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi sebesar 
556 ± 103 kg/ha di tahun 2018. Peningkatan biomassa ikan fungsional ini diduga disebabkan aktivitas patroli 
pengamanan yang dilakukan secara konsisten sehingga mengurangi penangkapan ikan secara masif yang bi-
asanya dilakukan oleh nelayan dari luar Kofiau seperti dari Seram, Halmahera, dan Sulawesi.  

- Biomassa ikan fungsional di KKP Kaimana area pengelolaan Buruway “hampir pasti memungkinkan” (p<0,005) 
menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Biomassa ikan fungsional sebesar 1.841 ± 689 kg/ha pada survei 
dasar tahun 2012, menurun menjadi 307 ± 87 kg/ha tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 226 ± 66 kg/ha tahun 
2019. Penurunan biomassa ikan fungsional ini diduga disebabkan aktivitas patroli pengamanan yang terganggu 
sehingga terjadi penangkapan ikan skala besar oleh nelayan luar seperti dari Seram, Halmahera dan Sulawesi.  

- Biomassa ikan fungsional di KKP Kaimana area pengelolaan Teluk Triton “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) 
menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Biomassa ikan fungsional sebesar 378 ± 59 kg/ha pada survei dasar 
tahun 2013, meningkat menjadi 597 ± 154 kg/ha tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 56 ± 9 kg/ha tahun 2019. 
Penurunan dan fluktuasi biomassa ikan fungsional ini diduga disebabkan aktivitas patroli pengamanan yang        
terganggu sehingga terjadi penangkapan ikan skala besar oleh nelayan luar seperti dari Seram, Halmahera, dan 
Sulawesi.  

- Biomassa ikan fungsional di KKP Kepulauan Fam “hampir pasti memungkinkan” (p<0,005) menurun dari tahun 
2015-2016 hingga tahun 2019. Biomassa ikan fungsional sebesar 803 ± 231 kg/ha pada survei dasar tahun 2013, 
menurun menjadi 744 ± 140 kg/ha tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 185 ± 43 kg/ha tahun 2019. Penurunan 
biomassa ikan fungsional ini diduga masih terjadi penangkapan ikan fungsional untuk kebutuhan konsumsi lokal.  
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5.2. Kesejahteraan Manusia

5.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Gambar 5.4. Indeks Aset Material Rumah Tangga 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Kondisi 
awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 2017; Jejaring KKP Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014, 2016, 2019; KKP Kepulauan Kofiau-Boo: Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Misool 
Timur Selatan : Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, 
Pemantauan ulangan 2014, 2016, 2019; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 
2017. 

- Adalah “mungkin” (p=0,161) bahwa kepemilikan aset barang rumah tangga yang bermukim dalam KKP BLKB 
berfluktuasi secara signifikan selama periode monitoring. Awalnya, rata-rata kepemilikan aset barang rumah tangga 
meningkat dari tahun dasar ke dua tahun setelah tahun dasar. Setelah itu rata-rata kepemilikan aset barang rumah 
tangga terlihat sedikit menurun di antara waktu monitoring dua tahun dan empat tahun setelah tahun dasar. Namun, 
rata-rata kepemilikan aset barang ini menurun secara signifikan di monitoring tahun ke-tujuh.  Penurunan yang terli-
hat pada periode monitoring dua tahun dan empat tahun setelah tahun dasar (2014-2016) kemungkinan dise-
babkan oleh menurunnya daya beli rumah tangga yang didorong oleh kenaikan harga bahan bakar karena kebi-
jakan pemerintah nasional mengenai bahan bakar bersubsidi di tahun 2014.  

- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa kepemilikan aset barang rumah tangga meningkat sepan-
jang waktu monitoring di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, sementara i tu “hampir pasti 
memungkinkan” (p<0,001) bahwa kepemilikan aset barang rumah tangga menurun sepanjang waktu monitoring di 
KKP Teluk Triton. Perubahan kepemilikan aset barang rumah tangga di KKP lainnya beragam dari tahun ke tahun, 
dan analisa lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab keragaman tersebut. 

- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa kepemilikan aset barang rumah tangga beragam di seluruh 
KKP BLKB pada waktu monitoring terkini (tahun 2017-2019). Rata-rata rumah tangga di Taman Nasional Teluk Cen-
derawasih (rata-rata = 23,6) dan KKP Selat Dampier (rata-rata = 25,2) secara signifikan memiliki lebih banyak 
barang dibandingkan dengan rata-rata seluruh KKP di BLKB (rata-rata = 20,7). Sementara itu, rata-rata rumah 
tangga di KKP Teluk Etna (rata-rata=16,0) dan KKP Teluk Triton (rata-rata=14,4) secara signifikan memiliki lebih 
sedikit barang dibandingkan rata-rata seluruh KKP di BLKB. 
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5.2.2. Kesehatan 

Gambar 5.5. Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Kondisi 
awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 2017; Jejaring KKP Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014, 2016, 2019; KKP Kepulauan Kofiau-Boo: Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Misool 
Timur Selatan : Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, 
Pemantauan ulangan 2014, 2016, 2019; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 
2017. 
- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa ketahanan pangan rumah tangga (yakni kemampuan rumah 

tangga untuk menjangkau makanan yang aman dan bergizi serta dapat diterima secara sosial) meningkat sepan-
jang tahun 2010 dan 2019. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor, termasuk peningkatan akses 
rumah tangga kepada ketersediaan ikan dalam jaringan KKP BLKB, kebijakan dan program yang diluncurkan pe-
merintah daerah, dan peningkatan akses rumah tangga ke pasar. 

- Di hampir semua KKP BLKB, ketahanan pangan rumah tangga terus meningkat secara konsisten sejak monitoring 
di tahun dasar. Pada monitoring tahun dasar, rata-rata rumah tangga di KKP BLKB tergolong dalam ‘tidak tahan 
pangan tanpa kelaparan’ yang berarti bahwa mereka mengalami kecemasan tentang akses keluarga mereka ter-
hadap makanan yang aman, bergisi dan secara sosial dapat diterima, atau mereka juga menerapkan mekanisme 
penyesuaian (seperti mengurangi porsi makan, atau melewatkan waktu makan tertentu) untuk memastikan bahwa 
ada makanan yang cukup untuk keluarga tersebut bertahan. Status ketahanan rata-rata keluarga di KKP BLKB se-
cara konsisten meningkat sejak tahun monitoring dasar, dengan rata-rata rumah tangga semakin banyak KKP yang 
menuju status “tahan pangan”. Sejak tahun dasar, persentase rumah tangga di seluruh BLKB yang berada diatas 
batas garis status “tahan pangan” meningkat dari 37,8% sampai 67,8% (setara dengan hampir 2.200 rumah tangga 
yang mencapai status ini sejak tahun dasar sampai tahun ke-tujuh monitoring sosial dilakukan). Bersamaan dengan 
itu, persentase jumlah rumah tangga di sepanjang bentang laut yang berada pada kelompok “tidak tahan pangan 
dengan kelaparan” menurun dari 15,7% sampai dengan 4,9%. 

- Pada monitoring sosial terakhir, rata-rata rumah tangga di KKP Teluk Triton dan Selat Dampier tergolong dalam sta-
tus “tahan pangan”, yang berarti keluarga-keluarga ini memiliki akses pada makanan yang aman, bergizi, dan se-
cara sosial dapat diterima. Hal ini menjadi yang pertama sejak monitoring sosial dilakukan di tahun 2010 bahwa 
rata-rata rumah tangga di satu atau lebih KKP mencapai status “tahan pangan”. 

- Pola peningkatan status ketahanan pangan tidak seragam di sepanjang bentang laut. Adalah “hampir pasti sangat 
memungkinkan” (p<0,001) bahwa rumah tangga di KKP Teluk Etna mengalami penurunan status ketahan pangan 
yang cukup besar antara tahun ke empat dan tahun ke tujuh monitoring sosial, akan tetapi penyebab penurunan ini 
masih perlu untuk dikaji lebih lanjut.  
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5.2.3. Pemberdayaan Politik 

Gambar 5.6. Indeks Hak Rumah Tangga Terhadap Sumber daya 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Kondisi 
awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 2017; Jejaring KKP Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014, 2016, 2019; KKP Kepulauan Kofiau-Boo: Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Misool 
Timur Selatan : Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, 
Pemantauan ulangan 2014, 2016, 2019; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 
2017. 
- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut oleh rumah 

tangga terus menurun sejak monitoring sosial dimulai tahun 2010. Indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya 
laut mencatat apakah rumahtangga yang disurvei secara aktif menggunakan satu atau lebih hak untuk pember-
dayaan sumber daya laut selama 12 bulan sebelum waktu survei. Hak pemberdayaan ini termasuk hak untuk 
memasuki wilayah perairan KKP, hak untuk mengambil hasil laut di perairan KKP, hak untuk membuat keputusan 
atas sumber daya perairan di wilayah KKP, hak untuk melarang orang untuk memanfaatkan sumber daya perairan 
di wilayah KKP, dan hak untuk memindahkan hak pengelolaan sumber daya laut di wilayah perairan KKP (Glew et 
al, 2012). Penurunan nilai indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut menggambarkan penurunan aktivi-
tas penggunaan hak kepemilikan sumber daya laut, dan bukan penurunan dalam kepemilikan haknya. Penurunan 
dalam penggunaan sumber daya laut diduga berkaitan dengan pembentukan KKP, yang dicerminkan melalui pe-
rubahan kebiasaan memancing ikan, atau peran yang dimainkan sebuah rumah tangga dalam pengelolaan sumber 
daya perairan di wilayah KKP, atau mungkin mencerminkan peralihan yang besar dalam pekerjaan (peralihan 
pekerjaan dari melaut menjadi pekerjaan yang menghasilkan upah lainnya) di sekitar wilayah BLKB (Claborn et al. 
2017).  

- Sementara terjadi penurunan indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut di seluruh BLKB sejak tahun 
dasar monitoring sosial, indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut meningkat pada periode survei sosial 
terkini (2017-2019) dibandingkan periode survei sebelumnya (2014-2016). Adalah “hampir pasti 
memungkinkan” (p<0,001) bahwa Taman Nasional Teluk Cenderawasih mengalami peningkatan indeks pember-
dayaan kepemilikan sumber daya laut yang cukup tinggi antara monitoring tahun ke-empat dan monitoring tahun 
ke-tujuh (walaupun rata-rata indeks kepemilikan sumber daya laut tetap berada di bawah nilai pada tahun dasar di 
setiap KKP). Lebih lanjut, adalah juga “hampir pasti memungkinkan” bahwa KKP Buruway mengalami peningkatan 
yang tinggi pada indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut antara tahun 2016 dan 2019, dengan rata-
rata nilai indeks rumah tangga saat ini melampaui tahun dasar 2012. Peningkatan nilai indeks pemberdayaan 
kepemilikan sumber daya laut ini hampir seluruhnya terjadi terutama berkaitan dengan pemulihan jumlah persen-
tase rumah tangga yang dapat memasuki dan mengambil hasil laut di wilayah KKP. Walaupun, di sepanjang Teluk 
Cenderawasih, persentase rumah tangga yang mempraktikkan hak untuk mengelola dan melarang orang lain untuk 
mengambil hasil laut di sekitar wilayah KKP juga meningkat secara nyata. 

- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa nilai indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut 
rumah tangga bervariasi di antara KKP-KKP selama monitoring sosial yang terkini. Taman Nasional Teluk Cender-
awasih (rata-rata praktik pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut rumah tangga: 2,97) dan KKP Teluk Mayalibit 
(ratarata 2,66) memiliki rata-rata praktek praktik pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut yang relatif lebih 
tinggi dari rata-rata di seluruh BLKB (rata-rata 2,23). KKP Teluk Etna (rata-rata 1,89), KKP Teluk Triton (rata-rata1,59) 
dan KKP Misool Timur Selatan (rata-rata 1,74) memiliki nilai indeks pemberdayaan kepemilikan sumber daya laut 
yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di seluruh wilayah BLKB, terutama karena hanya sedikit rumah 
tangga yang mempraktikkan pengelolaan wilayah perairan, dan melarang orang lain untuk mengambil hasil laut 
dibandingkan rumah tangga di KKP lainnya. 
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5.2.4. Pendidikan

Gambar 5.7. Angka Partisipasi Sekolah 

Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Kondisi 
awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 2017; Jejaring KKP Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014, 2016, 2019; KKP Kepulauan Kofiau-Boo: Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; Misool 
Timur Selatan : Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, 
Pemantauan ulangan 2014, 2016, 2019; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 
2017.	

- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) bahwa tingkat partisipasi sekolah untuk rumah tangga-rumah tang-
ga di wilayah BLKB meningkat selama periode monitoring. Walaupun kami tidak dapat secara konklusif mengidenti-
fikasi proses-proses yang menyebabkan peningkatan ini, namun diduga peningkatan angka partisipasi sekolah 
terkait dengan adanya kebijakan pemerintah dan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pen-
didikan di Provinsi Papua Barat, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di 
wilayah ini. 

- Hampir pasti (p<0,001) pendaftaran sekolah bervariasi di antara KKP di Bentang Laut Kepala Burung dan Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih selama tahun pemantauan terakhir. Misalnya, rata-rata pendaftaran sekolah lebih 
tinggi di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (rata-rata: 84,9%) relatif terhadap keseluruhan di Bentang Laut Kepala 
Burung (rata-rata: 81,1%) 

5.2.5.Budaya

Gambar 5.8. Ketertarikan Emosi pada Wilayah Perairan 
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Catatan: Tahun pemantauan kondisi awal dan ulangan di setiap KKP - Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Kondisi 
awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 2017; Jejaring KKP Kaimana: Kondisi awal 2012, Pemantauan ulangan 
2014, 2016, 2019; KKP Kepulauan Kofiau-Boo: Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Misool 
Timur Selatan : Kondisi awal 2011, Pemantauan ulangan: 2013, 2015, 2018; KKP Selat Dampier: Kondisi awal 2012, 
Pemantauan ulangan 2014, 2016, 2019; KKP Teluk Mayalibit: Kondisi awal 2010, Pemantauan ulangan: 2012, 2014, 
2017. 

- Adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa nilai indeks keterikatan pada tempat (artinya, ikatan emosi 
antara seseorang dengan lingkungan laut di wilayah KKP di mana ia bermukim) menurun pada rata-rata rumah 
tangga di wilayah BLKB sepanjang waktu monitoring. Sementara kita tidak dapat secara konklusif mengidentifikasi 
alasan penurunan ini, tetapi diduga berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi dan demografi di dalam KKP itu 
sendiri dan juga di KKP lainnya di jejaring KKP BLKB. 

- Sementara terjadi penurunan nilai indeks keterikatan pada tempat di sebagian besar wilayah BLKB, terdapat juga 
keragaman yang cukup tinggi pada tren di antara KKP BLKB. Sebagai contoh, adalah “hampir pasti memungkinkan” 
bahwa indeks keterikatan pada tempat meningkat pada rumah tangga di KKP Teluk Etna, KKP Teluk Triton, dan KKP 
Selat Dampier. Sebaliknya, adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa nilai indeks keterikatan terhadap 
tempat menurun pada rata-rata rumah tangga yang bermukim di Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan KKP Teluk 
Mayalibit. Adanya keragaman indeks keterikatan terhadap tempat di antara KKP BLKB menunjukkan bahwa tren 
perubahan nilai indeks keterikatan terhadap tempat disebabkan oleh tren perubahan sosial, ekonomi, atau politik 
secara lokal. Sebagai contoh, di KKP Teluk Etna dan Teluk Triton, kami mencatat tingginya peningkatan frekuensi 
melaut dan ketergantungan pada sumber daya laut lokal sebagai sumber penghasilan yang cocok dengan pen-
ingkatan nilai indeks keterikatan terhadap tempat.  

- Selama tahun monitoring yang terkini, adalah “hampir pasti memungkinkan” (p<0,001) bahwa nilai indeks keterikatan 
terhadap tempat bervariasi di antara KKP di BLKB. Rata-rata nilai indeks keterkaitan terhadap tempat di KKP Teluk 
Etna (rata-rata: 4,23), KKP Teluk Triton (rata-rata: 4,17), KKP Kofiau dan Pulau Boo (rata-rata 4,17), dan KKP Selat 
Dampier (rata-rata 4,01) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh KKP di wilayah BLKB (rata-rata: 
3.96). Sementara, rata-rata nilai indeks keterikatan terhadap tempat di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (rata-
rata: 3,84) KKP Misool Timur Selatan (rata-rata 3,83), dan KKP Teluk Mayalibit (rata-rata: 3,86) relatif lebih rendah 
dari rata-rata seluruh KKP di BLKB. 
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5.3. Penilaian Pengelolaan KKP
Tidak seperti kecenderungan penurunan hak pemberdayaan sumber daya laut yang dilaporkan pada The State of the 
Bird’s Head Seascape MPA Network Report (Ahmadia et al. 2016), hak pemberdayaan sumber daya laut (diukur den-
gan jumlah hak pemberdayaan sumber daya laut yang digunakan oleh sebuah rumah tangga selama 12 bulan se-
belum waktu survei) mulai mengalami peningkatan di tingkat Bentang Laut Kepala Burung. Perubahan ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan sebanyak 22% dari proporsi rumah tangga yang menggunakan haknya untuk mengambil 
sumber daya laut diantara dua waktu monitoring yang terkini (monitoring tahun ke 4 dan monitoring tahun ke 7). Se-
mentara kita tidak dapat secara konklusif menyimpulkan proses-proses yang menyebabkan perubahan ini, ada kemu-
ngkinan bahwa realokasi hak mengambil ikan yang berkaitan dengan pembentukan KKP memicu penurunan semen-
tara proporsi rumah tangga yang menggunakan hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya laut. Walaupun 
demikian, penurunan ini mungkin hanya berlangsung dalam waktu singkat, karena proporsi rumah tangga yang meng-
gunakan hak mereka untuk mengakses dan mengambil sumber daya laut meningkat pada monitoring terbaru (tahun 
2017-2019).  

5.3.1. Scorecard Dari Bank Dunia

Gambar 5.9. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKP berdasarkan Scorecard dari Bank Dunia 

Penilaian efektifitas pengelolaan dengan menggunakan scorecard dari Bank Dunia menunjukkan bahwa secara umum 
pengelolaan KKP mengalami peningkatan secara terus menerus, walaupun laju peningkatan bervariasi di antara KKP 
di BLKB. Nilai tertinggi ditemukan pada Jejaring KKP Raja Ampat, dimana KKP Misool Timur Selatan memperoleh nilai 
pengelolaan tertinggi di antara semua KKP di BLKB. Perubahan yang sangat substansial terjadi pada nilai pengelolaan 
antara tahun 2018 dan 2019 terjadi di SAP Waigeo Sebelah Barat. Sampai tahun 2019, nilai pengelolaan terendah 
ditemukan pada KKP Misool Utara. Lima KKP yaitu TP Nusalasi Van Den Bosch, KKPD Kepulauan Fam, KKP Misool 
Utara, SAP Raja Ampat dan KKP Sorong Selatan pertama kali dilakukan penilaian dengan scorecard dari  Bank Dunia.  
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5.3.2. E-KKP3K
Penilaian keefektifan pengelolaan juga dilakukan dengan menggunakan standar E-KKP3K. Hasil evaluasi menunjukkan 
bahwa status pengelolaan Jejaring KKP Raja Ampat berada pada tingkat Hijau (pengelolaan minimum). Jejaring KKP 
ini dapat berpindah ke tingkat Biru (pengelolaan optimum) apabila dilakukan penataan batas kawasan. KKP Misool 
Utara berada dalam tahap awal Inisiasi (Merah) dan akan mencapai tingkat Inisiasi 100% jika usulan inisiatif pendirian 
KKPD diserahkan ke pemerintah pusat dengan dukungan dan koordinasi dari instansi terkait serta memasukkan hasil 
kajian identifikasi dan inventarisasi kawasan di dalam usulan inisiatif tersebut. 
1. KKPD Raja Ampat  

Gambar 5.10. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKPD Raja Ampat berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Hijau; kawasan konservasi pengelolaan minimum 

Rekomendasi: 
- Membuat SOP penelitian dan pendidikan 
- Membuat SOP pelaksanaan kegiatan budidaya 
- Membuat SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap 

2. KKPD Kaimana
 

Gambar 5.11. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKPD Kaimana berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Hijau; kawasan konservasi pengelolaan minimum 

Rekomendasi: 
- Melakukan pemeriksaan untuk memastikan sarana prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan 
- Membuat SOP penelitian dan pendidikan 
- Membuat SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan 
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3. Taman Pesisir Jeen Womom

Gambar 5.12. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKPD Taman Pesisir Jeen Womom berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi: Kuning; kawasan konservasi Pendirian 

Rekomendasi: 
- Melaksanakan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan 
- Mengusulkan dokumen final rencana pengelolaan untuk disahkan 
- Mengusulkan dokumen rencana pengelolaan untuk disahkan 

4. Taman Nasional Teluk Cenderawasih 
 

Gambar 5.13. Nilai Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Biru; kawasan konservasi pengelolaan maksimum 

Rekomendasi: 
- Melakukan kajian untuk menilai peningkatan pendapatan (daya beli) pada masyarakat sebagai dampak positif 

dari pengelolaan 
- Melakukan kajian untuk menilai apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran 

masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan 
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5. KKP Fakfak (TP Teluk Nusalasi Van Den Bosch  dan TP Teluk Berau)
 

Gambar 5.14. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKP Fakfak berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Kuning; kawasan konservasi pendirian 

Rekomendasi: 
- Melaksanakan upaya pemanfaatan Kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan) 
- Melakukan pemeriksaan untuk memastikan Kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan 

6. KKP Sorong Selatan 

Gambar 5.15. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKP Sorong Selatan berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Merah; kawasan konservasi inisiasi 

Rekomendasi: 
- Menempatkan petugas pengelolaan pada Kawasan konservasi 
- Menempatkan SDM yang ditetapkan dengan SK pada unit organisasi pengelola 
- Melakukan kajian untuk memastikan jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organ-

isasi 
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7. KKP Misool Utara 
 

Gambar 5.16. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKP Misool Utara berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Merah; kawasan konservasi inisiasi. 

Rekomendasi: 
- Menyerahkan usulan inisiatif pendirian Kawasan konservasi kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang calon Kawasan konservasi sesuai dengan arahan Per-

Men KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008 
- Menggunakan hasil identifikasi dan inventarisasi untuk merekomendasikan calon Kawasan konservasi 

berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008 

8. SAP Raja Ampat 

Gambar 5.17. Nilai Efektivitas Pengelolaan SAP Raja Ampat berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Hijau; kawasan konservasi pengelolaan minimum 

Rekomendasi: 
- Melakukan pemeriksaan untuk memastikan sarana prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan 
- Melakukan kajian untuk memastikan anggaran pengelolaan Kawasan telah terpenuhi sesuai dengan peren-

canaan 
- Melaksanakan penataan batas sesuai dengan PerMen KP 02/2009 
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9. SAP Waigeo Sebelah Barat 
 

Gambar 5.18. Nilai Efektivitas Pengelolaan SAP Waigeo Sebelah Barat berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Hijau; kawasan konservasi pengelolaan minimum 

Rekomendasi: 
- Melakukan pemeriksaan untuk memastikan sarana prasarana sudah lengkap sesuai kebutuhan 
- Melakukan kajian untuk memastikan anggaran pengelolaan Kawasan telah terpenuhi sesuai dengan peren-

canaan 
- Melaksanakan penataan batas sesuai dengan PerMen KP 02/2009 

10. KKP Maksegara Kabupaten Sorong

Gambar 5.19. Nilai Efektivitas Pengelolaan KKP Maksegara Kabupaten Sorong berdasarakan E-KKP3K 

Peringkat/tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi : Merah; kawasan konservasi inisiasi 

Rekomendasi: 
- Melaksanakan pencadangan Kawasan sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008 
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5.4. Tata Kelola Sumber Daya Laut
5.4.1. Partisipasi

Gambar 5.20. Perbandingan Partisipasi Kelompok Pengguna Sumber Daya Terhadap Aturan 

Catatan: Taman Nasional Teluk Cenderawasih: data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan pertama tahun 
2014-2018; Jejaring Kaimana: data dasar tahun 2012-2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Kofiau 
dan Pulau Boo: data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Misool Timur Selatan: 
data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun  2015-2018; KKP Selat Dampier: data dasar tahun 2012-
2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Teluk Mayalibit:  data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan 
pertama tahun 2014-2018 

- “Hampir pasti memungkinan” (p<0,01) bahwa partisipasi kelompok pemanfaat dalam menentukan aturan pengelo-
laan menurun di Jejaring KKP BLKB pada pengulangan pertama dibandingkan dengan data dasar. Secara rata-rata 
sebanyak 19,65% dari kelompok pemanfaat berpartisipasi dalam menentukan aturan pengelolaan sumber daya laut 
di seluruh bentang laut pada pengulangan pertama. Persentase keterlibatan bervariasi di antara KKP di BLKB. 
Tingginya variasi dalam partisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut kemungkinan terkait dengan besaran KKP; 
jumlah pemukiman di dalam KKP; dan intensitas upaya pelibatan masyarakat oleh kelompok masyarakat sipil dan 
pemerintah kabupaten setempat.  

- Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa partisipasi kelompok bervariasi antar KKP. Sebagai contoh untuk 
tahun pengulangan pertama, jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam menentukan aturan pengelolaan lebih 
tinggi di KKP Teluk Mayalibit (rata-rata 48,72%) dan KKP Selat Dampier (rata-rata 38%) dibandingkan KKP Kofiau 
dan Pulau Boo (rata-rata 14,29%) dan KKP Misool Timur Selatan (rata-rata= 18,18%). 

- Pada periode pengulangan pertama, dilaporkan peserta diskusi kelompok terfokus bahwa tidak ada partisipasi 
kelompok pemanfaat dalam menentukan aturan pengelolaan sumber daya laut di TNTC dan Jejaring Kaimana. Tidak 
adanya kelompok pemanfaat yang menentukan aturan pengelolaan di kedua wilayah ini diduga disebabkan karena 
aturan pengelolaan telah ditetapkan oleh badan pengelola kawasan (TNTC), badan adat, dan pemerintah daerah 
baik di tingkat kampung maupun kabupaten.   
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5.4.2. Monitoring dan Penegakan Aturan 

Gambar 5.21. Jumlah Sanksi yang Dikeluarkan untuk Mendorong Kepatuhan Terhadap Aturan 

Catatan: Taman Nasional Teluk Cenderawasih: data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan pertama tahun 
2014-2018; Jejaring Kaimana: data dasar tahun 2012-2014 dan pengulangan pertama data 2016-2019; KKP Kofiau 
dan Pulau Boo: data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Misool Timur Selatan: 
data dasar 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Selat Dampier: data dasar 2012-2014 dan 
pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Teluk Mayalibit:  data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan pertama 
tahun 2014-2018 

- “Hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) bahwa jumlah tipe sanksi (yaitu: peringatan secara lisan, tertulis, kehilangan 
akses untuk memanfaatkan sumber daya laut, denda, penyitaan peralatan dan penahanan dalam penjara) menurun 
dalam jejaring KKP BLKB pada periode pengulangan pertama dibandingkan dengan data dasar. Jumlah sanksi dan 
penggunaannya untuk menegakkan aturan pemanfaatan sumber daya laut kemungkinan mencerminkan frekuensi 
kegiatan pengawasan, praktik-praktik hak pengelolaan atas sumber daya laut di dalam suatu komunitas, dan status 
pengelolaan KKP.  

- Terdapat rata-rata 3,1 tipe sanksi yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan sum-
ber daya di dalam bentang laut pada periode pengulangan pertama. Tipe sanksi yang paling umum adalah 
peringatan lisan (79%), penyitaan peralatan (55%), dan denda (55%).  

- “Kemungkinan tinggi” (p=0,05) bahwa jumlah tipe sanksi yang diterapkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap 
aturan sumber daya laut adalah sama di KKP Teluk Mayalibit (nilai rata-rata=5,83 pada pengulangan pertama) pada 
pengulangan pertama dibandingkan dengan data dasar dan sangat mungkin (p=0,04) untuk TNTC (rata-rata 1,71 
pada pengulangan pertama). 

- “Hampir pasti memungkinkan” (p<0,01) bahwa jumlah tipe sanksi yang diterapkan di KKP Teluk Etna menurun pen-
gulangan pertama (rata-rata1,71) dibandingkan dengan data dasar. 
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5.4.3. Penyelesaian Konflik

Gambar 5.22.  Rata-Rata Waktu yang Dibutuhkan untuk Menyelesaikan Konflik 

Catatan: Taman Nasional Teluk Cenderawasih: data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan pertama tahun 
2014-2018; Jejaring Kaimana: data dasar tahun 2012-2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Kofiau 
dan Pulau Boo: data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Misool Timur Selatan: 
data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Selat Dampier: data dasar tahun 
2012-2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Teluk Mayalibit:  data dasar tahun 2010-2012 dan pengu-
langan pertama tahun 2014-2018. 

- “Sangat tidak mungkin” (p=0,91) bahwa waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk resolusi konflik terhadap sumber 
daya laut baik antar pemanfaat, atau antara pemanfaat dan aparat berbeda pada periode pengulangan pertama 
dibandingkan dengan data dasar di BLKB.  Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus, waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan konflik sangat tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Dicatat juga bahwa terdapat 
mekanisme resolusi konflik legal, yang memerlukan perjalanan yang lebih lama ke daerah di mana terdapat kantor 
pengadilan negeri (misalnya, di kota Sorong dan Manokwari); dan mekanisme lokal atau adat pada setiap pemuki-
man yang tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.  

- Secara rata-rata waktu untuk menyelesaikan konflik atas sumber daya laut antar pengguna atau antara pengguna 
dengan aparat membutuhkan waktu selama 2 hari. Waktu tercepat ditemukan pada TNTC (0,25 hari) sedangkan 
waktu terlama ditemukan pada KKP Buruway (15 hari). 
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5.4.4. Peraturan Penggunaan Sumber Daya Laut

Gambar 5.23. Perbandingan Spesies yang Diatur Secara Khusus 

Gambar 5.24. Perbandingan Habitat Penting yang Diatur Secara Khusus 

Catatan: Taman Nasional Teluk Cenderawasih: data dasar tahun 2010-2012 dan pengulangan pertama tahun 
2014-2018; Jejaring Kaimana: data dasar tahun 2012-2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Kofiau 
dan Pulau Boo: data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Misool Timur Selatan: 
data dasar tahun 2011-2013 dan pengulangan pertama tahun 2015-2018; KKP Selat Dampier: data dasar tahun 
2012-2014 dan pengulangan pertama tahun 2016-2019; KKP Teluk Mayalibit:  data dasar tahun 2010-2012 dan pengu-
langan pertama tahun 2014-2018 

- “Hampir pasti memungkinkan” (p<0.01) bahwa proporsi spesies dan habitat di KKP BLKB yang memiliki aturan pe-
manfaatan menurun pada periode pengulangan pertama dibandingkan data dasar. Penurunan proporsi spesies dan 
habitat yang memiliki aturan pemanfaatan diduga disebabkan oleh penurunan nilai ekonomis dari spesies dan habi-
tat tertentu. Proporsi spesies dan habitat yang memiliki aturan pemanfaatan juga bervariasi di antara KKP BLKB. 
Variasi dari aturan pemanfaatan spesies dan habitat kemungkinan terkait dengan norma-norma dan adat istiadat 
setempat, dimana sebagian masyarakat menganggap suatu spesies atau lokasi memiliki peran penting dalam 
kepercayaan atau budaya serta perubahan nilai ekonomis beberapa spesies dan habitat.  

- Secara rata-rata pada tahun pengulangan pertama, 31,10% dari lima spesies paling penting yang disebutkan dalam 
diskusi kelompok terfokus, dan 36,57% dari lima habitat terpenting memiliki aturan pemanfaatan di KKP dalam ben-
tang laut pada periode pengulangan pertama. Persentase tertinggi lima habitat terpenting yang memiliki aturan pe-
manfaatan ditemukan pada KKP Selat Dampier (82.35%) sedangkan lima spesies tertinggi ditemukan pada KKP 
Kofiau dan Pulau Boo (100%) dan KKP Teluk Etna (100%).  

- Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus baik pada tahun data dasar maupun pada tahun pengulangan pertama 
tercatat bahwa tidak ada aturan pemanfaatan untuk spesies penting di KKP Buruway dan habitat penting di KKP 
Kofiau dan Pulau Boo. Tidak adanya aturan yang khusus untuk habitat dan spesies penting di kedua KKP tersebut 
diduga karena masyarakat lebih mengatur kawasan pengelolaannya, dan tidak menetapkan aturan khusus untuk 
habitat dan spesies penting. 

status Jejaring KKP di BLKB    34

© Awaludinnoer YKAN-TNC



6. REKOMENDASI PENGELOLAAN

6.1. Monitoring dan Pengawasan 
Monitoring, Patroli dan Pengawasan Berkelanjutan. 
Mempertahankan kegiatan monitoring, patroli, pengawasan dan adanya kepastian penegakan hukum penyelesaian 
kasus perikanan dan illegal fishing. Peningkatan kapasitas staf pengelola KKP dengan melibatkan mitra lokal, pemerin-
tah daerah, aparat dan lembaga swadaya masyarakat.  

Prioritas peningkatan patroli dan pengawasan dalam kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat di jejaring KKP 
BLKB Papua. Ini akan membangun dan mendorong tingkat kapatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan di KKP. Se-
laraskan upaya patroli di zona penting yang rentan terhadap penangkapan ikan ilegal (dengan penekanan khusus 
pada zona larang tangkap). KKP Kaimana saat ini memiliki efektivitas manajemen terlemah dari setiap KKP yang di-
pantau. Membangun kapasitas di sini adalah langkah penting dalam melestarikan ekosistem laut di Kabupaten 
Kaimana. Komunikasi lintas provinsi dan kabupaten dibutuhkan untuk menekan aktivitas illegal fishing seperti yang 
terjadi di KKP Kofiau dimana nelayan ilegal berasal dari Sorong dan Halmahera.  

Pencegahan Ancaman Bom Ikan 
Observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan menggunakan bom masih terus berlangsung di 
KKP BLKB, khususnya di wilayah yang jauh dari pantauan masyarakat dan KKP baru. Strategi pengelolaan yang ditar-
getkan adalah peningkatan jumlah trip patroli pengawasan di setiap KKP. Strategi lain yang bisa dijalankan adalah 
kemitraan dengan swasta, polisi perairan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PS-
DKP) dan angkatan laut untuk rutin melakukan patroli gabungan di wilayah-wilayah yang tergolong ancaman tinggi.  

Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Baru 
Jejaring KKP di BLKB terus berkembang dengan total 23 KKP dalam berbagai tahap implementasi pada tahun 2020. 
Sangat penting bahwa pemantauan efektivitas ekologi, sosial, tata kelola dan manajeman kawasan diperluas ke KKP 
yang baru.  

Pengelolaan Permintaan Spesies Ekonomi Penting di Jejaring KKP BLKB
Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan seperti di Sorong dan Manokwari mendorong permintaan ikan karang 
ekonomis tinggi contohnya kerapu dan kakap meningkat,. Terbukanya akses transportasi mendorong pemanfataan 
berlebih. Untuk memastikan bahwa stok komersial ini berkelanjutan dalam jangka panjang, pemerintah dan masyarakat 
perlu mengembangkan dan menegakkan pengelolaan spesies perikanan yang lebih ketat di KKP BLKB. 
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6.2. Partisipasi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelibatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Khususnya di KKP yang 
Baru
Partisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut bervariasi di BLKB, dengan partisipasi yang lebih tinggi oleh kelom-
pok pengguna dalam KKP yang lama. Target upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok penggu-
na memiliki kesempatan dan insentif dalam pengelolaan KKP jangka panjang, terutama di KKP yang baru, karena 
umumnya terjadi penurunan hak pengelolaan setelah KKP ditetapkan. Langkah selanjutnya mendukung pembuatan 
peraturan tingkat kampung atau desa yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut yang sejalan dengan prioritas 
KKP.  

Pengembangan Zonasi yang Terintegrasi dengan Peraturan Adat
Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan dan zonasi untuk KKP baru bersama dengan 
masyarakat adat. Bekerja dengan masyarakat setempat untuk mendukung peraturan adat yang terintegrasi dalam 
zonasi KKP.  

Menyusun Target untuk Mendorong Partisipatif Aktif Kelompok Perempuan 
Menciptakan banyak dan beragam peluang partisipasi oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang repre-
sentatif (nelayan, petani, pekerja lepas) dalam pengelolaan KKP akan membantu memberikan legitimasi kepada otori-
tas KKP. Mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan KKP, dan meningkatkan hubungan emosional dengan tempat 
dimana masyarakat bermukim. Pembentukan kelompok lokal di seluruh pemukiman KKP adalah salah satu solusi untuk 
menyediakan platform khusus untuk partisipasi tersebut. Peluang partisipasi ini juga harus bertujuan mendorong par-
tisipasi yang lebih besar oleh perempuan. 

6.3. Peningkatan Kesadaran
Sosialisasi Zonasi setiap KKP di BLKB
Selama beberapa tahun terakhir pemerintah, masyarakat, dan komunitas lokal telah membuat kemajuan besar dalam 
pengembangan rencana zonasi yang tepat dalam penegakan aturan KKP. Rencana dan peraturan zonasi KKP harus 
terus disosialisasikan terutama untuk KKP yang baru terbentuk untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentin-
gan mengetahui peraturan. Mendukung masyarakat adat dan pemilik hak ulayat mensoalisasikan zonasi pemanfaatan 
tradisional yang masuk dalam KKP. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengkomunikasikan peraturan kepada 
masyarakat dan pelaku usaha di dalam KKP serta kelompok pengguna yang berada di batas luar KKP.  

Peningkatan Kesadaran Dampak Penambangan Karang di Jejaring KKP 
Ekstrasi terumbu karang untuk bahan bangunan menimbulkan ancaman besar bagi ekosistem terumbu karang dan 
juga sektor perikanan. Di dalam jejaring KKP ada kebutuhan untuk tetap meningkatkan kesadaran seluruh pemangku 
kepentingan akan dampak penambangan karang. Di saat yang sama pemerintah daerah perlu mempromosikan peng-
gunaan teknik dan bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.  

Peningkatan Aksesibilitas dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Sumber Daya 
Mekanisme penyelesaian masalah atau konflik antara pengguna kawasan atau pengguna dengan otoritas pengelola 
KKP di jejaring BLKB relatif sulit dilakukan karena jauhnya jarak yang ditempuh masyarakat untuk penyelesaian 
masalah atau konflik tersebut. Ada kebutuhan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih mudah 
terkait sengketa sumber daya laut, misalnya di tahap awal membentuk dewan penasehat pemanfaatan sumber daya 
laut di level kampung atau masyarakat adat.  

Perbaikan Sistem Pendidikan di BLKB 
Dari tahun 2010-2019 angka pendaftaran sekolah meningkat di BLKB. Peluang ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk 
mengintegrasikan kurikulum lingkungan hidup untuk sekolah dasar, menengah dan atas. Kabupaten Raja Ampat telah 
memulai langkah ini dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal untuk murid kelas IV, V dan VI tentang penge-
nalan ekosistem laut, pariwisata dan perubahan iklim.  

6.4. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Manusia
Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Manusia 
Ada kebutuhan untuk memperkuat perencanaan penggunaan lahan di pesisir untuk memastikan bahwa pembangunan 
infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap habitat dan ekosistem laut.. Misalnya, pembangunan 
infrastruktur di BLKB telah menyebabkan meningkatnya pembalakan liar, jalan yang dirancang dan dibangun dengan 
buruk telah menyebabkan kerusakan pada wilayah pesisir. Perencanaan yang baik harus memastikan bahwa pengem-
bangan berbasis lahan tidak menghasilkan limpasan air yang berlebihan dan sedimentasi, yang dapat mempengaruhi 
kesehatan ekosistem terumbu karang.  

Pariwisata Berkelanjutan 
Pariwisata adalah industri yang berkembang pesat di Indonesia dan juga di BLKB. Peningkatan jumlah wisatawan 
harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa jumlah kunjungan tidak melebihi daya dukung KKP. Manaje-
men yang hati-hati harus diterapkan untuk memastikan bahwa jumlah wisatawan yang meningkat tidak meningkatkan 
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permintaan sumber daya ikan. Beberapa komunitas dan pulau juga telah membangun homestay dan hotel untuk tamu. 
Pertimbangan harus diberikan untuk memastikan pengelolaan limbah yang tepat (pembuangan kotoran, tempat pem-
buangan akhir, dll) untuk menghindari dampak buruk pada terumbu. Dampak dari buruknya sanitasi dan buangan telah 
terlihat beberapa tahun terakhir ini sepertinya muncul outbreak COTs di Raja Ampat dan pertumbuhan alga yang cepat 
di terumbu karang yang dekat dengan pemukiman.  

Peningkatan Ketahanan Pangan di BLKB
Di BLKB ketahanan pangan meningkat, dengan lebih banyak rumah tangga mendapatkan akses ke makanan yang 
aman, bergizi, dan dapat diterima secara sosial. Untuk mempertahankan peningkatan ini, ada kebutuhan untuk 
mengembangkan program 'jaring pengaman' yang memastikan akses ke pasokan makanan pokok dipertahankan se-
lama kondisi cuaca buruk, dan untuk mendorong diversifikasi makanan yang tersedia di pemukiman yang lebih terpen-
cil. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan akses ke keragaman makanan yang lebih 
besar melalui peningkatan integrasi pasar. 

Usaha Pencegahan Penurunan Kesejahteraan Ekonomi di BLKB 
Penurunan aset material rumah tangga baru-baru ini yang mungkin disebabkan oleh inflasi harga bahan bakar bersamaan 
dengan proses lain dapat dikurangi dengan meningkatkan akses pasar untuk pemukiman di seluruh BLKB, meningkatkan 
akses ke lembaga keuangan dan layanan pemukiman yang lebih terpencil serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik 
tentang harga komoditas produk pertanian dan perikanan. 
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8.	LAMPIRAN	
Sejak tahun 2008, universitas-universitas setempat, badan-badan pemerintahan, dan organisasi non pemerintah telah 
bekerja sama untuk mengembangkan metode yang seragam untuk memantau kondisi ekologi dan sosial pada 
kawasan konservasi perairan (KKP) dalam Bentang Laut Kepala Burung. Para mitra (Universitas Papua, Conservation 
International, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund) melakukan pemantauan kondisi terumbu karang pada 
sembilan KKP di seluruh kawasan bentang laut dan pemantauan kondisi kesejahteraan manusia di delapan KKP. Para 
mitra juga memantau pengelolaan dari 12 KKP dalam BLKB dan mendokumentasikan tata kelola sumber daya kelautan 
pada delapan KKP.  

Berikut adalah list 23 KKP di Bentang Laut Kepala Burung Papua untuk kegiatan monitoring ekologi dan sosial ;  
Nama Nama Sesuai SK Area (ha) Pengelola KKP
KKPD Kepulauan 
Ayau-Asia

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area I,  Kepulauan 
Ayau-Asia

101.440 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKPD Teluk Mayali-
bit

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area II, Teluk Mayali-
bit

53.100 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKPD Selat Dampi-
er

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area III, Selat Dampi-
er

336.000 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKPD Misool Timur 
Selatan

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area IV, Perairan 
Kepulauan Misool

366.000 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKPD Kepulauan 
Kofiau-Boo

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area V, Perairan 
Kepulauan Kofiau dan BooBi

170.000 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKPD Kepulauan 
Fam

Taman Wisata Perairan Raja 
Ampat Area VI,  Kepulauan 
Fam

357.282 UPTD-BLUD, Provinsi Papua 
Barat

KKP Misool Utara Kawasan Konservasi 
Perairan Daerah Misool 
Utara

311.064 Masyarakat Adat

SAP Waigeo Sebe-
lah Barat

Suaka Alam Perairan Waigeo 
Sebelah Barat

266.695 KKPN, Kementerian Kelautan 
Perikanan

SAP Raja Ampat Suaka Alam Perairan Kepu-
lauan Raja Ampat

60.002 KKPN, Kementerian Kelautan 
Perikanan

Taman Pesisir Jeen 
Womom

Taman Pesisir Jeen Womom 32.250 DKP Provinsi Papua Barat

Taman Pesisir Teluk 
Berau

Taman Pesisir Teluk Berau 101.138 DKP Provinsi Papua Barat

Taman Pesisir Teluk 
Nusalasi Van Den 
Bosch

Taman Pesisir Teluk Nusalasi 
- Van Den Bosch

253.961 DKP Provinsi Papua Barat

KKPD Buruway Taman Wisata Perairan Bu-
ruway

232.062 DKP Provinsi Papua Barat
KKPD Teluk Triton Taman Wisata Perairan 

Kaimana
121.742,41 DKP Provinsi Papua Barat

KKPD Teluk Etna Taman Wisata Perairan Teluk 
Etna

110.523,32 DKP Provinsi Papua Barat

Teluk Arguni Taman Wisata Perairan Ar-
guni

35.475,86 DKP Provinsi Papua Barat
Taman Nasional 
Teluk Cenderawasih

Taman Nasional Teluk Cen-
derawasih

1.453.000 KLHK

KKP Sorong Selatan KKP Laut Seribu Satu Sungai 
Teo Enebikia, Sorong Sela-
tan

338.000 DKP Provinsi Papua Barat

KKP Maksegara KKP Maksegara, Kabupaten 
Sorong

147.589,7 DKP Provinsi Papua Barat

Sabuda dan  
Tataruga

Cagar Alam Laut Pulau 
Sabuda dan Pulau Tatruga

5.000 KLHK

Teluk Bintuni Cagar Alam Teluk Bintuni 135.101,59 KLHK
Kepulauan Padaido TWP Kepulauan Padaido 183.000 KKPN, Kementerian Kelautan 

Perikanan
Biak Numfor KKP Kabupaten Biak Numfor 24.910 DKP Provinsi Papua
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Laporan ini, yang akan dimutakhirkan setiap tahun, menyediakan hasil penilaian ilmiah dari status terkini dan tren kon-
disi ekologi dan sosial di seluruh jejaring KKP, serta mendokumentasikan status pengelolaan dari setiap KKP. Pada sub 
bab ini, kami akan memberikan gambaran singkat protokol pemantauan dan metode-metode yang digunakan untuk 
menghasilkan data yang dikaji dalam laporan ini. 

1. PEMANTAUAN EKOLOGIS 
Program pemantauan ekologi KKP Bentang Laut Kepala Burung merupakan program kemitraan antara Conservation 
International, The Nature Conservancy, World Wide Fund for Nature (Indonesia), World Wildlife Fund (United States), 
dan Universitas Papua. Sejak tahun 2010, kemitraan tersebut (pada awalnya CI, TNC, WWF-ID) telah menerapkan pe-
mantauan ekologis. Pemantauan ini difokuskan pada dua komponen ekosistem terumbu karang: populasi ikan (ke-
limpahan dan biomassa) dan tutupan bentik (persentase tutupan). KKP dipantau setiap 2-3 tahun menggunakan pro-
tokol Wilson dan Green (2009) dengan versi protokol yang telah diperbaharui oleh Ahmadia et al. (2013).

Dalam laporan ini, kami mengkaji data dari tiga indikator ekologis terpilih untuk mencerminkan evaluasi terhadap target 
pengelolaan, menyebarkan informasi ke pembuat kebijakan, serta menjadi indikator kesehatan ekosistem dan populasi 
ikan. Indikator-indikator tersebut diselaraskan dengan indikator yang digunakan dalam penilaian pengelolaan KKP, 
yang termasuk kondisi terumbu karang dan populasi spesies perikanan kunci dan spesies non target. Kriteria lainnya 
memasukkan karakteristik indikator ekologis (misalnya perbedaan kelompok fungsional dan trofi, sejarah kehidupan, 
dan daerah jelajah). Dengan mempertimbangkan semua informasi tersebut, kami memilih indikator-indikator sebagai 
berikut: 

๏ PERIKANAN TERUMBU artisanal, atau perikanan skala kecil, merupakan perikanan tradisional dengan upaya orang 
per orang (berlawanan dari perusahaan komersil), menggunakan modal dan energi yang rendah, armada perikanan 
yang cenderung kecil (belum tentu ada), perjalanan penangkapan yang cenderung pendek, dekat dengan garis 
pantai, dan sebagian besar diperuntukkan bagi konsumsi lokal. Perikanan artisanal juga dapat menjadi sumber dari 
rantai perdagangan komersial, melalui pedagang ikan, sehingga menghasilkan produk bagi konsumsi setempat atau 
ekspor (FAO, 2015). 

Indikator: Spesies perikanan kunci 
Tiga perwakilan famili ikan dipilih untuk mencerminkan status perikanan, yaitu: Lutjanidae (kakap), Haemulidae (bibir 
tebal), dan Serranidae (Kerapu). Ikan-ikan tersebut seringkali berukuran besar dan memiliki nilai tinggi di pasaran. 
Biomassa total dihitung dari seluruh spesies dari tiga famili tersebut; biomassa merupakan fungsi dari gabungan jum-
lah dan ukuran ikan. 

๏KELENTINGAN TERUMBU KARANG DAN FUNGSI EKOSISTEM: Kelentingan ekologi dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan suatu ekosistem dalam menyerap gangguan atau kejutan serta beradaptasi terhadap perubahan sambil 
mempertahankan fungsi dan struktur ekosistem yg sama (Holling 1973, McClanahan et al. 2012).  

Indikator: Kelompok fungsional ikan 
Perwakilan ikan herbivor dipilih untuk mencerminkan status kelentingan terumbu karang dan fungsi ekosistem, yaitu: 
Acanthuridae (butana), Scaridae (kakatua), Siganidae (baronang). Banyaknya spesies tersebut dapat menjadi ukuran 
stabilitas terumbu dan cara pengukuran kelentingan terumbu terhadap gangguan. Biomassa total dihitung dari seluruh 
spesies dari tiga famili tersebut; biomassa merupakan fungsi dari gabungan jumlah dan ukuran ikan.  

๏KONDISI TERUMBU KARANG: status komposisi atau kondisi komunitas bentik (permukaan terumbu) pada suatu 
kawasan terumbu karang yang mempengaruhi “proses ekologi dari bawah ke atas” serta memiliki efek beruntun 
pada dinamika dan fungsi seluruh ekosistem terumbu. Karang batu atau karang keras yang membangun terumbu 
membentuk struktur tiga dimensi terumbu karang yang menyediakan habitat penting bagi banyak organisme terum-
bu.  

Indikator: Tutupan karang keras 
Tutupan karang keras merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk mencerminkan kondisi terumbu karang. 
Tutupan karang merupakan ukuran proporsi permukaan terumbu yang ditutupi oleh karang keras hidup jika           
dibandingkan dengan pecahan karang, batu, alga, spons, atau substrat lainnya.  

2. PEMANTAUAN SOSIAL	
Program pemantauan sosial KKP Bentang Laut Kepala Burung merupakan kemitraan antara Universitas Papua, Con-
servation International, dan World Wildlife Fund (Amerika). Sejak tahun 2010, kemitraan tersebut telah memantau kese-
jahteraan manusia dalam delapan KKP (KKP Buruway, KKP Kofiau dan Pulau Boo, KKP Misool TImur Selatan, KKP Se-
lat Dampier, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, KKP Teluk Etna, KKP Teluk Mayalibit, dan KKP Teluk Triton ) dari em-
pat kabupaten di Papua dan Barat. Universitas Papua melakukan survei rumah tangga terhadap penduduk yang 
mewakili secara populasi acak yang berada dalam wilayah KKP. Data yang diambil meliputi kesejahteraan ekonomi, 
kesehatan, pemberdayaan politik, pendidikan, dan budaya. KKP dipantau setiap dua tahun sampai dengan pengulan-
gan kedua, dan selanjutnya dipantau setiap tiga tahun. Data dasar diambil pada 2010 hingga 2012 
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Pada laporan ini, kami mengkaji data dari lima atribut kesejahteraan manusia yang umum dalam kebijakan kesejahter-
aan masyarakat. Satu indikator utama dari setiap dimensi atribut kemudian dipilih sebagai berikut: 

๏KESEJAHTERAAN EKONOMI sumber yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta akses ter-
hadap sumber-sumber kesejahteraan (Sen, 1999).  

Indikator: Aset material rumah tangga 
Aset material rumah tangga lebih dapat diandalkan dan telah digunakan secara luas untuk menjadi indikator kese-
jahteraan ekonomi. Kami mengadopsi metode ‘keranjang barang’ yang menilai apakah suatu rumah tangga memiliki 
aset tertentu (misalnya kapal, telepon, dan televisi). Sebelas barang dalam ‘keranjang’ meliputi beragam barang, mulai 
dari barang berharga murah (misalnya, telepon seluler) hingga ke barang berharga mahal (misalnya mobil, kapal den-
gan motor di dalam). Setiap tipe aset dibobotkan 

๏ KESEHATAN: Status kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, dan tidak hanya ketiadaan penyakit 
atau kekurangan (World Health Organization, 1946) 

Indikator: Ketahanan pangan 
Ketahanan pangan adalah kemampuan bagi siapapun, kapanpun, untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan aman 
untuk hidup yang aktif dan sehat dalam cara yang dapat diterima secara sosial (Bickel et al. 2000). Program peman-
tauan Bentang Laut Kepala Burung mengadopsi skala standar internasional yang membagi rumah tangga menjadi tiga 
kategori ketahanan pangan (Bickel et al. 2000), yaitu:  

- Tahan pangan: Rumah tangga menunjukkan sedikit bukti tidak tahan pangan, berarti mereka mampu mendap-
atkan makanan yang bergizi cukup dan aman dengan cara yang dapat diterima secara sosial.  

- Tidak tahan pangan tanpa kelaparan: Bukti-bukti tidak tahan pangan terlihat pada pada anggota rumah tangga 
yang khawatir tentang kecukupan makanan dan melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan makanan, yang 
meliputi upaya mengurangi kualitas makanan dan pola menghadapinya secara tidak biasa. Hanya sedikit atau 
tidak ada pengurangan asupan makanan yang dilaporkan.  

- Tidak tahan pangan dengan kelaparan: Asupan makanan bagi anggota rumah tangga telah berkurang hingga 
titik dimana para anggota rumah tangga sering mengalami rasa kelaparan secara fisik  

๏ PEMBERDAYAAN: Kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak 
pada hidupnya (United Nations Development Program et al., 2005)  

Indikator: Pemenuhan hak rumah tangga terhadap sumber daya 

Hak atas sumber daya laut dapat dibagi menjadi lima tipe hak fungsional (Mascia & Claus, 2009), yang meliputi hak 
masuk KKP; hak mengambil ikan atau sumber daya lain di dalam KKP; hak mengelola KKP (misalnya, membuat kepu-
tusan cara pemanfaatan sumber daya); hak melarang orang lain masuk ke KKP (misalnya, membuat keputusan siapa 
yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam KKP); dan hak mentransfer hak terhadap sumber daya laut kepada orang 
lain (misalnya, hak penjualan atau penyewaan).  

Program pemantauan sosial Bentang Laut Kepala Burung menggunakan indeks pemenuhan hak terhadap sumber 
daya untuk mengukur hak-hak yang diterima oleh masing-masing rumah tangga yang dilakukan selama 12 bulan pra 
survei. Indeks tersebut (berkisar antara nol hingga lima), menghitung jumlah hak yang diterima oleh rumah tangga dan 
telah dilakukan selama 12 bulan pra survei.  

๏ PENDIDIKAN: Struktur, sistem, dan praktik-praktik yang digunakan untuk pengetahuan dan keterampilan dalam su-
atu masyarakat (Stephanson & Mascia, 2014).  

Indikator: Angka partisipasi sekolah 
Kami mengukur persentase anak usia sekolah (antara 5 hingga 18 tahun, inklusif) yang mendapatkan pendidikan for-
mal di setiap rumah tangga.  

๏ BUDAYA: meliputi seni, cara hidup bersama, sistem-sistem penilaian, tradisi, dan kepercayaan (UNESCO, 2001).  

Indikator: Keterikatan terhadap tempat. 
Keterikatan terhadap tempat merupakan “hubungan positif atau ikatan emosional antara seseorang dengan suatu tem-
pat” (Williams & Vaske, 2003). Penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tempat merupakan penduga kuat perilaku 
yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dapat mempengaruhi penatalayanan lingkungan (Vaske & Kobrin, 
2001; Gosling & Williams, 2010).  

Kami mengukur ikatan emosional tiap rumah tangga penduduk yang tinggal di setiap KKP dengan skala standar (di-
modifikasi dari Gosling & Williams, 2010). Skala tersebut memiliki rentang dari nol ke lima, dengan nilai yang lebih ting-
gi menunjukkan ikatan emosional yang lebih kuat terhadap suatu KKP.  
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3. PENILAIAN PENGELOLAAN 
Dalam Bentang Laut Kepala Burung terdapat dua perangkat yang saat ini digunakan untuk menilai pengelolaan KKP, 
yaitu: Scorecard dari Bank Dunia (World Bank, 2004) dan E-KKP3K: Panduan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013).  
Scorecard dari Bank Dunia telah digunakan untuk menilai KKP di dalam BLKB sejak permulaan, sehingga membuat 
penggunanya dapat merekam perubahan dalam pengelolaan KKP dari waktu ke waktu serta membuat perbandingan 
dengan KKP di dunia. E-KKP3K dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011, 
perangkat pemantau perubahan pengelolaan KKP yang relatif baru. E-KKPK menyediakan penilaian standar di seluruh 
Indonesia untuk membantu memandu pengembangan strategi pengelolaan dan penentuan prioritas oleh KKP.  
- SCORECARD DARI BANK DUNIA 
Scorecard dari Bank Dunia dikembangkan secara khusus untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan pengelolaan 
kawasan konservasi perairan. Penilaian pengelolaan tersebut dilakukan setiap tahun. Penilaian pada tahun 2019 di-
lakukan di 14 kawasan konservasi (TP Jeen Womom-Tambrauw, Jejaring KKP Kaimana, Jejaring KKP Fakfak, Jejaring 
KKP Raja Ampat: KKP Ayau Asia, KKP Kofiau-Boo, KKP Misool Timur Selatan, KKP Selat Dampier, KKP Teluk Mayalibit, 
KKP Kepulauan Fam, KKP Misool Utara, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKP Sorong Selatan, dan Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih) 

Dalam laporan ini, kami mengkaji data dari enam tahap ‘pengelolaan kawasan lindung yang baik’, yaitu: (1) konteks, (2) 
perencanaan, (3) masukan, (4) proses, (5) keluaran, dan (6) hasil. Kami melaporkan nilai akhir dari seluruh unsur terse-
but.  
- E-KKP3K 

E-KKP3K secara spesifik dikembangkan untuk: (1) mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi laut di seluruh In-
donesia; dan (2) penggunaan panduan untuk evaluasi mandiri dari pengelolaan suatu kawasan konservasi, dan untuk 
membuat rencana peningkatan  pengelolaan. Penilaian pengelolaan tersebut dilakukan setiap tahun pada Jejaring KKP 
Kaimana, KKP Raja Ampat, Taman Pesisir Jeen Womom, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan pada tahun 2018 
juga dilakukan pada jejaring KKP Fakfak, KKP Sorong Selatan, dan KKP Misool Utara. Pada tahun 2019 juga dilakukan 
penilaian di KKPN SAP Raja Ampat, KKPN SAP Waigeo Sebelah Barat, dan KKP Maksegara. 

Dalam laporan ini, kami mengkaji data untuk menentukan ‘Tingkat’ pengelolaan: dimulai dari tingkat pengelolaan teren-
dah: Tingkat 1 (merah), Tingkat 2 (kuning), Tingkat 3 (hijau), Tingkat 4 (Biru), dan Tingkat 5 (emas). Terdapat 17 kriteria 
yang dievaluasi, dengan 74 pertanyaan kepada pengelola untuk mendapatkan hasil evaluasi. Parameter yang digu-
nakan meliputi status kawasan lindung, kelembagaan, rencana pengelolaan dan zonasi, serta infrastruktur.  

4. PEMANTAUAN TATA KELOLA SUMBER DAYA LAUT 
Selain pemantauan kesejahteran, program pemantauan sosial KKP Bentang Laut Kepala Burung juga meliputi peman-
tauan pola dan tren tata kelola sumber daya laut di dalam delapan KKP (KKP Buruway, KKP Kofiau dan Pulau Boo, 
KKP Misool TImur Selatan, KKP Selat Dampier, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, KKP Teluk Etna, KKP Teluk Mayal-
ibit, dan KKP Teluk Triton).  

Tata kelola sumber daya laut menetapkan proses pengelolaan sumber daya laut, yang meliputi cara otoritas penentuan 
keputusan dialokasikan, cara keputusan pengelolaan dibuat, dan bagaimana keputusan pengelolaan ditegakkan 
(Mascia et al., 2017). Tata kelola sumber daya dapat mempengaruhi hasil sosial dan ekologi dari intervensi politik  
(Persha et al., 2011; Fox et al., 2012) seperti KKP, dan rezim tata kelola yang berhasil telah diketahui memiliki karakter-
istik yang serupa (Ostrom et al. 1990). Karakteristik tersebut meliputi: mekanisme pengambilan keputusan yang partisi-
patif, peraturan yang sesuai dengan konteks, sistem yang aktif dan akuntabel dalam pemantauan dan penegakan atu-
ran, serta mekanisme resolusi konflik yang terjangkau (misalnya proses penyelesaian perselisihan paham yang murah, 
cepat, dan dapat dilakukan di tempat). Diskusi kelompok terarah dan wawancara informan kunci dilakukan pada setiap 
pemukiman yang dipantau untuk memahami tata kelola sumber daya laut di setiap KKP. Diskusi kelompok terarah dan 
wawancara informan kunci difokuskan pada bagaimana keputusan pengelolaan sumber daya laut dibuat, aturan dalam 
pengelolaan sumber daya laut, cara pengelolaan sumber daya laut dipantau dan ditegakkan, serta bagaimana konflik 
terhadap sumber daya laut diselesaikan.  

Diskusi kelompok terarah dan wawancara informan kunci dilakukan pada sekitar setengah dari pemukiman yang di-
pantau dari tiap KKP setiap dua tahun. Proses tersebut menyediakan penilaian komprehensif terhadap tata kelola sum-
ber daya laut setiap empat tahun. Sebagai akibatnya, pada edisi pertama Laporan Status Jejaring KKP Bentang Laut 
Kepala Burung, kami mendokumentasikan status tata kelola sumber daya yang diambil dari 148 diskusi kelompok ter-
arah dan wawancara informan kunci pada delapan KKP di seluruh bentang laut. Pada laporan berikutnya, kami akan 
melaporkan status dan tren tata kelola. Kami mengkaji data menggunakan empat atribut kunci tata kelola sumber daya 
laut dalam bentang laut, yaitu:  

๏ PARTISIPASI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN 
Partisipasi kelompok pemanfaat dalam pembuatan keputusan telah dihubungkan dengan hasil sosial dan ekologi 
yang positif dalam beragam konteks (Ostrom et al., 1990; Persha et al., 2012). Kami memantau proporsi kelompok 
pemanfaat (misalnya, kelompok individu yang menggunakan sumber daya laut dengan cara yang sama) yang 
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berpartisipasi dalam merancang aturan pengelolaan sumber daya laut pada delapan KKP yang dipantau. 
Indikator: Pembuatan keputusan secara partisipatif. 

๏ ATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA 
Aturan (yang menjelaskan kapan, dimana, bagaimana, atau oleh siapa sumber daya dapat digunakan) yang 
berdasarkan kondisi setempat lebih mungkin untuk menghasilkan keluaran sosial dan ekologi yang positif, jika 
dibandingkan dengan aturan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal (Ostrom et al., 1990). Kami memantau proporsi 
spesies dan habitat penting (sesuai dengan hasil diskusi kelompok terarah) yang memiliki aturan pemanfaatan 
khusus pada delapan KKP yang dipantau. Spesies dan habitat dapat diidentifikasi sebagai ‘penting’ berdasarkan 
nilai ekonomi, budaya, dan spiritual. 
Indikator: Aturan yang disesuaikan dengan kondisi tertentu

๏ PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN ATURAN 
Sistem tata kelola yang menerapkan sanksi bertambah (misalnya sanksi yang hukumannya semakin lama semakin 
besar, berdasarkan bentuk pelanggaran) lebih sering memberikan hasil sosial dan ekologi yang lebih positif diband-
ingkan dengan sistem yang tidak memberikan sanksi atau hanya menerapkan satu sanksi yang digunakan untuk 
beragam pelanggaran. 
Indikator: Sanksi yang diberikan  

๏ RESOLUSI KONFLIK 
Kemampuan dari pemanfaat dan aparat untuk menyelesaikan perselisihan atas sumber daya laut atau pengelolaan-
nya dengan cepat dan murah telah diketahui terhubung dengan hasil sosial dan ekologi yang lebih positif (Ostrom et 
al., 1990). Kami memantau waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resolusi konflik antar pengguna, 
atau antara pengguna dan aparat pada delapan KKP di seluruh bentang laut yang dipantau. 
Indikator: Mekanisme resolusi konflik yang terjangkau.  
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